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Muhammad Basir S. NIM E111 11 267. Bangsawan Dalam Pilkada.
(Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone). Dibawah
bimbingan Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. Dan A. Armunanto, S.IP,
M.Si.
Keturunan Bangsawan (Arung) masih banyak memiliki peranan
penting dalam struktur pemerintahan di Bone, hal ini salah satunya
didukung oleh masyarakat Bone yang masih percaya jika dipimpin oleh
kepala daerah yang bergelar Bangsawan. Selain itu struktur pemerintahan
juga dikuasai oleh kerabat dari Pemimpin daerah hal ini dikarenakan oleh
sistem pemerintahan otonomi daerah membuat kekuasan dipegang penuh
oleh Bupati.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Bangsawan Dalam Pilkada pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Bone. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar
peneletian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai
informan kunci yang dianggap memahami posisi Bangsawan dalam
Pilkada serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti
data-data dari instansi terkait.
Hasil penelitian melukiskan tentang sistem kekerabatan dan
pelapisan social bangsawan mempengaruhi arena politik di Kabupaten
Bone dan Pilkada merupakan sebagai arena mewujudkan bentuk
kekuasaan para bangsawan, serta karakter kepemimpinan yang
bangsawan miliki dan pangaruh adat istiadat (pangadereng) yang tidak
pernah hilang membuat masyarakat Bone percaya dengan kepemimpinan
seorang Bangsawan Kabupaten Bone bisa lebih Baik.
Kata Kunci: Budaya lokal, Kekerabatan, Politik
xABSTRACT
Muhammad Basir S. NIM E111 11 267. Noblemen on The Elections .
(Case Study: Local Elections in Bone Regency). Supervised by Prof.
Dr. M. Kausar Bailusy, MA. Dan A. Armunanto, S.IP, M.Si.
Highborn (Arung) is still have a lot of important role in governance
structure in Bone Regency, it is supported by the people who believe under
the leadership of Regional Head who has a title of nobility. Besides the
governance structure is also controlled by relatives of local leaders. It is
because the governance system of regional autonomy held full power by
the Regent.
The purposes of the research are to describe and analyze
Noblemen on the Elections for Local Election in Bone Regency. I also
conduct a case study on the basis of qualitative research. Data were
collected by interviewing key informants who understand the position of
nobleman on the elections, and equip it with some written references such
as data from relevant agencies.
The results of the study show a picture of kinship systems and
coatings social nobility affect the political arena in Bone Regency. The
election was an arena to perform the power of noblemen and to show their
character of leadership. The impact of traditions (pangadereng) which is
never lost, make people believe in the leadership of Bone Regency
noblemen could be better.
Keywords: Local Culture, Kinship, Political
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Perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya akan
terlihat pada proses politik berlangsung. Tahapan dalam pemilu dan
pilkada bisa dijadikan sebagai ukuran untuk melihat seberapa besar
tingkat kualitas ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh
warga negara dalam berpolitik.Menanggapi tentang perilaku politik
masyarakat serta dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia,
khususnya dalam skala lokal, pengkajian tentang perilaku politik yang
merupakan bagian terpenting sebenarnya juga dapat dilihat dalam kadar
kekentalan budaya politik suatu masyarakat, sejauh mana budaya politik
itu memengaruhi perilaku seseorang, maka sejauh itu perilaku masyarakat
mengikatnya. penelitian Karl D. Jackson dan William Liddle menunjukkan
bahwa dinamika politik nasional sampai lokal secara alami begitu kuat
dipengaruhi oleh modal sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat
termasuk nilai-nilai dabn norma atau kaidah yang hadir di tengah-tengah
masyarakat serta kemudian berlaku sebagai budaya politik yang tetap
bereksistensi hingga sekarang.
Masyarakat sulawesi selatan umumnya dikenal sebagai penganut
adat-istiadat yang kuat. Meskipun telah berkali-kali menemui tantangan
2berat yang ada kalanya hampir menggoyahkan kedudukannya dalam
kehidupan dan pikiran mereka, namun pada akhirnya adat-istiadat tersebut
tetap hidup dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat
hingga kini.Keseluruhan sistem dan norma serta aturan-aturan adat
tersebut dikenal dengan pangadereng yang meliputi lima unsur pokok,
yaitu ade’, bicara, rapang, wari, dan sara’. Unsur yang disebutkan terakhir
ini berasal dari ajaran Islam, yaitu hukum syariah Islam. Kelima unsur
pokok tersebut terjalin antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan
organik dalam alam pikiran masyarakat Bugis, yang memberi dasar
sentimen dan rasa harga diri yang semuanya terkandung dalam konsep
siri’. Hal ini tercakup dalam sebuah ungkapan dikalangan Bugis yang
mengatakan “utettong ri ade’é najagainnami siri-ku”, artinya, saya taat
kepada adat demi terjaganya atau terpeliharanya harga diri saya.
Tingkahlaku atau pola kehidupan masyarakat su lawesi  se latan
yang senantiasa mengacup ada falsafah hidup senantiasa dilestarikan
demi menciptakan dinamika bermasyarakat. Adapun ketika seseorang
melanggar atau tidak mematuhi pangaddareng tersebut dianggap berdosa
dan akan mendapatkan ganjarannya dikemudian hari. Wacana inilah yang
dimanfaatkan oleh kaum bangsawan untuk tampil dalam panggung politik
lokal saat ini, sebagai sebuah perwujudan serta menunjukkan power
mereka agar tetap eksis dalam panggung politik modern. Sentralisasi
kekuasaan dimasa Orde Baru berimplikasi pada politik lokal dimana para
orangkuat lokal cenderung disetir oleh pusat. Alhasil untuk tetap survive
3orang kuat lokal ini termasuk bangsawan mengikuti arus kekuasaan yang
terbentuk meski membentuk kelompok yang baru.
Pelapisan sosial di Bone menempatkan bangsawan pada posisi
puncak. Di kalangan bangsawanpun terdapat hirarki yang muncul
sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok
bangsawan. Orang biasa atau orang merdeka berada pada posisi kedua
dan pada posisi ke tiga adalah budak atau ata.Dalam perkembangannya,
karena kekuasaan yang melekat pada diri bangsawan, mereka akhirnya
memiliki tanah atau empang yang dikerjakan oleh penduduk. Penduduk
yang mengerjakan sawah atau empang ( budak atau orang merdeka) akan
mendapatkan perlindungan, tidak saja dalam soal material tetapi juga
dalam soal jaminan keamanan. Mereka mendapat perlindungan dari
bangsawan yang mempekerjakannya. Kesulitan yang diderita oleh
seorang budak diselesaikan oleh tuannya. Dalam perkembangannya
muncul kepatuhan yang sangat tinggi kepada tuannya. Budak
memerlukan tuannya demikian pula sebaliknya. Hubungan timbal balik ini
akhirnya menyatu dalam satu ikatan batin sehingga siri seorang budak
menjadi siri pula pada tuannya.
Dari kultur yang masih terjaga dapat mempengaruhi sistem
perpolitikan setempat. Berdasarkan pengamatan penulis dengan melihat
kondisi sekarang dengan mengedepankan nilai-nilai budaya dalam corak
kehidupan politik masyarakat untuk bisa turut andil dalam arena
perpolitikan, ini menjadi perhatian khusus dalam pengkajian ilmu politik,
4hal ini yang terjadi di Sulawesi Selatan kabupaten Bone. Setelah
proklamasi 17 agustus 1945, bone secara sadar menjadi salah satu bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Proklamasikan oleh dwi
tunggal Soekarno-Hatta, maka Kabupaten Bone dinyatakan lepas dari
pemerintahan kerajaan, sampai saat ini tercatat 13 (tiga belas) kepala
daerah yang pernah menjabat sampai dengan priode ini dan yang
menduduki kursi sebagai kepala daerah hampir seluruhnya merupakan
dari kalangan bangsawan.1Pada Orde Baru, peranan militer semakin kuat.
Rezim Soeharto menjadikan tentara sebagai ujung tombak kekuatan
politiknya.Posisi-posisi strategis dikuasai oleh TNI.
Kabupaten Bone yang didominasi oleh politisi militer yang menjabat
sebagai kepala daerah seperti Kolonel H. Suaib (18 Agustus 1970-13 Juli
1977), Kolonel H. P.B. Harahap (13 Juli 1977-22 Februari 1982), Kolonel
H. A. Made Alie (22 Februari 1982-6 April 1982), Kolonel H.Andi Syamsul
Alam (28 Maret 1983-06 April 1988), Kolonel H. Andi Sjamsul Alam (6 April
1988-17 April 1993), Kolonel H. Andi Amir (17 April 1993-2003). Dari
kelima politisi militer yang menjabat sebagai Kepala Daerah, dua
diantaranya bukan bangsawan (Kolonel H.Suaib dan Kolonel H.P.B
1. La Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa (Kepala Daerah/Raja Bone) Tahun 1957 –
1960), Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1960 – 1966), Andi Djamuddin (Pejabat
Bupati Kepala Daerah) Tahun 1966 – 1966), Andi Tjatjo (yang menjalankan tugas Bupati
Kepala Daerah) Tahun 1966 – 1967), Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1967 –
1969), Suaib (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1969 – 1976), H.P.B. Harahap (Bupati Kepala
Daerah) Tahun 1976 – 1982), H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1982 –
1983), Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1983 – 1988), Andi Sjamsoel Alam
(Bupati Kepala Daerah) Tahun 1988 – 1993), Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)
Tahun 1993 - 1998 dan Tahun 1998-2003 ( Dua Periode), H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati
Bone) Tahun 2003 -2008 dan Tahun 2008-2013 ( Dua Periode ), Dr. .H.A.Fahsar
Mahdin Padjalangi, M.Si. (Bupati Bone) Tahun 2013 Sampai Sekarang.
5Harahap) selama menjabat, dua Kepala Daerah tersebut mempunyai
kasus yang sudah mengecewakan rakyat. H. Suaib, tidak disukai dengan
gaya kepemimpinannya pada masa itu, karena karakternya yang keras
dan tidak mengetahui kebiasaan masyarakat setempat sehingga DPRD
melakukan pemilihan dan terpilihlah H.P.B Harahap, tetapi seiring
berjalannya masa pemerintahan H.P.B Harahap di kabupaten bone, beliau
terbunuh oleh tukang kebunnya sendiri, dengan kasus beliau menunduh
tukang kebunnya telah menyelewengkan hasil cengkehnya dan juga
memperkosa anak tukang kebunnya, dan menganganggap sudah
melaggar adat yang telah berlaku di masyarakat Bone dan telah
mencederai siri’ salah satu rakyat Bone sehingga melakukan Jallo (amuk)
dengan membunuh H.P.B Harahap.2 Dengan munculnya isu-isu politik di
kabupaten bone bahwa tidak ada yang bisa memimpin rakyat bone kecuali
orang bone itu sendiri.
Pasca tumbangnya rezim otoritarianisme di Indonesia yang diikuti
dengan hadirnya liberalisasi politik, para bangsawan kembali eksis
dipanggung politik. Resistensi para bangsawan ini seolah-olah
menunjukkan power mereka membuktikan bahwa mereka masih memiliki
basis massa di masyarakat diwilayah yang mereka kuasai. Hal inilah yang
hendak dipertunjukkan oleh para Andi diKabupaten bone untuk
berkompetisi dalam pilkada (Pemilihan Kepala Daerah ). Namun ketika
perebutan kekuasaan tersebut didalamnya justru menjadikan keluarga
2Lihat di http://bone-news.blogspot.co.id/2012/03/kisah-kaseng-sang-pembunuh-bupati.html
6para bangsawan ini terpecah belah karena saling berkompetisi untuk
mendapatkan kekuasaan tunggal atau menjadi pemimpin diKabupaten
bone, menjadi sebuah kontestasi yang problematik dimana masing-masing
menampilkan sumber daya yang hampir seimbang. Untuk itu dalam
tulisan ini mencoba mengeksplorasi bagaimana para Andi berkompetisi
dalam memobilisasi massa untuk memenangkan pilkada 2013. Dalam
kontestasi tersebut dihadapkan pada rival politik dari non bangsawan dan
bangsawan itu sendiri yang notabene terangkul dalam satu ikatan
kekeluargaan. Hadirnya kepentingan pribadi serta hasrat untuk berkuasa
berimplikasi pada terciptanya keretakan internal kelompok bangsawan ini
serta memicu konflik latent dalam proses persaingan di arena pilkada.
Pasca reformasi telah membuka ruang bagi semua kalangan
masyarakat untuk bersaing diranah politik termasuk pemilukada, hal ini
dimanfaatkan oleh bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan agar tetap
survive. Euforia demokrasi dirasakan hingga masyarakat daerah yang
tercermin hadirnya para elit lamayang muncul dan siap bersaing
dipemilukada. Eksistensi kaum bangsawan dalam wilayah politik
pemerintahan tercermin banyaknya Andi yang menjabat pada posisi
strategis dalam struktur pemerintahan dan mendapatkan kedudukan
dipartai politik. Selain itu pasca runtuhnya masa Orde Baruelit lama
kembali di kabupaten bone.
Bangsawan sebagai keturunan raja pada zaman kerajaan, ikut
berperan dalam mengisi kursi sebagai kepala daerah di kabupaten Bone,
7Arena politik dibangun oleh pasangan calon kepala daerah dengan
memobilisasi massa dengan cara mempolitisasi masayarakat melalui nilia-
nilai kebudayaan yang berlaku dengan adanya faktor keturunanatau
kebangsawanan dari elit-elit tersebut, baik yang mencalonkan diri sebagai
Bupati maupun sebagai Wakil Bupati dan juga pengaruh bahasa daerah
dan budaya atau kultur serta ikatan kekerabatan melalui kebangsawanan
yang ada dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.
Bangsawan bone merasa bahwa mempunyai karakter pemimpin
yang dapat menyatukan masyarakat bone, memahami situasi bone secara
keseluruhan. Hal ini tentu membuat bangsawan mengingat bahwa
keturunannyalah atau nenek moyangnyalah yang pernah menyatukan
bone, secara histori bangsawan bone tidak ingin di pimpin oleh bukan dari
keturunannya.Adanya pangadereng masyarakat biasa juga yang punya
kesempatan untuk mencalonkan diri, telah memahami bahwa
pangadereng yang membuat non bangsawan tidak ingin mencalonkan
menjadi kepala daerah di kabupaten bone.Karena sampai pada pilkada
2013 calon kepala daerah masih di dominasi oleh kalangan bangsawan.
Pada tanggal 22 Januari 2013, Kabupaten Bone melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti dari 6 calon bupati dan wakil bupati,
semuanya berasal dari kalangan bangsawan.3Maka sudah jelas bahwa
calon kepala daerah pada tahun 2013 semuanya adalah dari kalangan
31. Andi Mustaman-Andi Sultan Pawi 2. Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari 3. Andi Taufan
Tiro-Andi Promal Pawi 4. Andi Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle 5. Andi Mappamadeng Dewang-
Andi Said Pabokori 6. Andi Mangunsidi Massarapi-Sumardi Sulaiman.
8bangsawan, tidak lain besan dari masing-masing calon bupati dan wakil
bupati di kabupaten bone.
Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk meneliti
“BANGSAWAN DALAM PILKADA (STUDI KASUS : PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BONE)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya maka
penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:
Bagaimana status kebangsawanan mempengaruhi pilihan masyarakat
pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis pengaruh status
Kebangsawanan terhadap pilihan masyarakat dalam proses pilkada di
kabupaten bone.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap
pengembangan studi politik lokal, khususnya pada kalangan elit politik
lokal di Kabupaten Bone.Sehingga penelitian ini tidak bersifat jangka
pendek melaikan sebagai penelitian jangka panjang untuk melihat kondisi
politik yang ada di tengah masyarakat. Dan juga dari hasil penelitian dapat
menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami peta
politik di Sulawesi Selatan khusunya di Kabupaten Bone.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan
mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi
pendapat para ahli maupun website banyak digunakan untuk
penyempurnaan penelitian ini.
Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada
tinjauan pustaka ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai
pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi:
paternalisme dalam poltik, patrimonalisme dalam politik.
A. Paternalisme Dalam Politik.
Suatu keputusan atau kebijakan paternalistic pada intinnya
membatasi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan
melindungi dan mempromosikan kebaikan mereka sendiri.Definisi ini
menunjuk kepada tiga unsur paternalisme, masing-masing mungkin masih
problematis; lokus batasan, bentuk, dan tujuannya.Lokus paternalisme
merujuk kepada hubungan antara mereka yang kebebasannya dibatasi
dan mereka yang menetapkan batasan itu.
Bahkan terhadap hubungan paternalistic yang paling aslipun, antara
orang tua dan anak, politik pun campur tangan.Kekuasaan politik dan
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kekuasaan parental tidak dapat dipisahkan begitu tajam seperti yang
diandaikan lucke dan banyak kaum liberal lainnya. Mereka mengandaikan
bahwa kita dapat membedakan kelas orang-orang, yang ditentukan hanya
oleh usia kronologis, yang kebebasannya bisa dibatasi secara sah demi
kebaikan mereka sendiri. Pengandaian ini menimbulkan pertanyaan tidak
hanya tentang bagaimana membenarkan keriteria usia kronologis,
melainkan juga tentang bagaimana menuntukan siapa yang mempunyai
hak untuk kebebasan seseorang anak, orang tua, pengasuh, negara, atau
siapa?4
Paternalisme merujuk kepada hubungan atara dua orang dewasa,
ini penting membedakan antara hubungan dimana kaum paternalis dan
orang-orang yang mereka bantu adalah lebih kurang sama dalam status,
dan hubungan dimana kaum paternalis, berdasarkan peran social atau
posisi kelembagaan, memiliki status yang lebih tinggi. Apa yang
menentukan pembatasan kebebasan pada jenis hubungan kedua (antara
seorang professional dan kliennya), sepertikita lihat, bisa berbeda dari apa
yang dianggap sebagai seuatu pembatasan dalam jenis hubungan
pertama. Katidaksamaan intervensi paternalistic yang pada mulanya cukup
independen, bisa mempengaruhi karakternya, dan mungkin pada
gilirannya menimbulkan ketidaksamaan.Bahkan jika terisolasi atau
sporadic, intervensi itu sendiri dapat melahirkan dampak paternalistik yang
4Arny Gutmann, “children, paternalism and education”  dalam philosophy and publik Affars. 9
(musim panas 1980), Hlm. 338-358 dan francis schrag. “The child in the Moral order “ dalam
philosophy, 2 (april 1977), hlm. 167-177
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bertahan sepanjang waktu dan menyebar dalam lingkup social,
berkembang melebihi pertemuan dua individu.Paternalisme dalam konteks
ini ditafsirkan salah jika digambarkan hanya sebagai satu hubungan atar
individu.
Lokus paternalisme lebih penting lainnya adalah hubungan antara
warga negara dan negara.5 Disini terdapat salah kaprah yang lazim terjadi:
paternalisme dikacaukan dengan jenis kekuasaan negara,seperti
kebijakan yang diambil tidak secara demokrasi. Namun kesalahan itu pada
dasarnya sama. Paternalisme tidak diberi identitas politisnya sendiri;
karakteristik politiknya sepenuhnya berasal dari konsep politis lain yang
dihubungkan dengannya. Jika kita mengidentifikasi sikap paternalistic
dengan sikap non-demokratik, misalnya, kita tidak dapat membedakan
batasan-batasan paternalistic yang tidak diberi sanksi oleh prosedur
demokratis dari batasan-batasan paternalistic yang diberi sanksi. Seorang
presiden yang mencurangi warga negara mengenai apa yang dia yakini
demi kebaikan mereka, bertindak secara tidak demokratis dan juga secara
paternalistic jika tindakan melanggar norma konstitusi, namun dia hanya
bertindak secara paternalistic jika tindakannya sesuai dengan norma
tersebut. hanya jenis tindakan kedua yang memiliki masalah paternalistic
yang jelas, karena keberatan pada jenis pertama bersandar pada
argument umum tentang pemerintahan demokratik. Kegagasan untuk
menghargai distingsi ini menghalangi kritik terhadap para pejabat
5Komplikasi lebih lanjut dalam lokus paternalisme muncul bila satu negara bagian bertindak
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demokratik atas keputusan-keputusan paternalistiknya, dan terhadap
penetapan proses demokratik untuk mengontrol paternalisme yang dapat
dibenarkan.
Jenis perundang-undangan tentu sering secara tidak tepat disebut
paternalistic. Contoh-contoh tentang hukum yang menuntut sumbangan
atau kontribusi terhadap suatu rencana kerja sama ( seperti perawatan
medis) atau hukum yang mengatur kondisi kerja(seperti upah minimum
atau jamkerja maksimum) ini hendaknya tidak dianggap paternalistic,
sejauh tujuannya adalah merespon dampak keinginan mayoritas
demokratik, dan bukan sekedar memaksa suatu minoritas yang tidak
menginginkan manfaat undang-undang.Perundang-undangan itu adalah
paternalistic terhadap minoritas hanya jika mayoritas mempromosikan
kebaikan mereka sendiri dalam Beberapa cara lain (yang jujur) tanpa
memaksa minoritas, dan jika pembenaran perundang-undangn itu juga
mengandung pertimbangan demi kebaikan minoritas. Perundang-
undangan yang tidak memenuhi persyaratan ini mungkin dianggap
sebagai paternalistic terhadap mayoritas.Suatu undang-undang yang
melarang penggunaan obat-obatan tertentu adalah paternalistic terhadap
setiap orang dalam mayoritas.Termasuk para legislator sendiri yang
menggunakan cara-cara itu. Bahkan jika orang-orang itu dengan suatu
cara menyepakati pembatasan atas kebebasan mereka demi kebaikan
mereka sendiri, pembatasan itu tetap paternalistic jika mereka ingin
menjalankan tindakan yang dilarang, sementara pembatasan merupakan
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dampak. Contoh klasik adalah tuntutan odysseus untuk diikat pada tiang
kapal sehingga dengan demikian dia tidak dapat terbuai oleh lagu para
sirena.
Unsur kedua dari konsep itu menimbulkan pertanyaan apakah
paternalisme selalu mencakup pembatasan kebebasan.Tidak ada gunanya
memperluas konsep paternalisme, seperti diusulkan Beberapa penulis,
untuk mencakupkan semua kasus dalam satu kaidah moral dilanggar guna
mempromosikan kebaikan seorang individu. 6 Pelanggaran atas prinsip-
prinsip moral selain kebebasan adalah contoh paling tidak lengkap tentang
paternalisme, karena pelanggaran itu sendiri tidak mencegah orang
memilih atau bertindak berdasarkan konsepsi mereka sendiri tentang yang
baik.Jika demi kebaikan anda, saya melanggar janji kepada anda, namun
tidak melanggar kebebasan anda, maka sesungguhnya tidak
menempatkan konsepsi saya tentang kebaikan pada anda.
Menurut Gerald dwonkin, walaupun setuju bahwa paternalisme
mencakup suatu pemahaman tentang yang baik pada seseorang yang
tidak ingin dirawat, namun dia keberatan bahwa paternalisme tidak harus
selalu dianggap sebagai pembatasan kebebasan. Untuk megatakan
bahwa anda menetapkan  sesuatu pada seseorang secara normal
mengimplikasikan bahwa anda membatasi tindakannya dalam suatu hal
dan karenanya dia kurang bebas melakukan apa yang ingin dilakukannya.
6betnard gert and Charles M. culver. “ paternalistic Behavior” dalam philosophy and public affars, 6
(1976) hlm.49. untuk mendapatkan suatu definisi yang lebih luas, N fotion”paternalism’ dalam
elbits.89(musim gugur1979) hlm. 194-198
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Konsep tentang paternalisme harus mengakui bahwa pembatasan
atas kebebasan mungkinsaja mengambil bentuk tidak hanya pemaksaan
fisik atau hukum, melaikan juga rintangan yang lebih halus dan canggih
yang muncul dari kekuasaan yang tidak stara dalam Beberapa jenis relasi.
Dalam contoh ini kaum para paternalis mengemukakan satu pemahaman
tentang yang baik dengan membatasi, lewat suatu cara-cara bertindak
yang ingin dilaksanakan seseorang, kebebasan seorang pasien bisa
dibatasi bila dokter enggan meberikan informasi yang mungkin akan
mencondongkan pasien memilih jalur tindakan yang berbeda. Sama
halnya, pilihan warga negara itu dibatasi bila pemerintah menolak
mengungkapkan informasi penting.Namun penting juga mencegah
penafsiran konsep tentang kebebasan sebegitu luas sehinggah masalah
paternalisme melebur.Konsep tentang kebebasan yang begitu positif.
B. Patrimonialisme Dalam Politik
Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan
authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi
pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri
diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan
kroni dekatnya.Seringkali menggunakan kekerasan gunamempertahankan
posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri
pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan
belum mencapai tahap birokratis dan modern. Unsur pertama adalah
klientisme. Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun
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oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi modern, pusat
loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam klientisme,
loyalitas ada pada pribadi penguasa. Dalam birokrasi modern, ada
pembagian wewenang yang dihormati, seperti yang digariskan dalam trias
politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tapi, dalam klientisme,
penguasa menerabas batas itu sesukanya, mencampuri atau
mengintervensi wewenang legislatif ataupun yudikatif.
Dalam birokrasi modern, hubungan antara penguasa dan
lingkungannya bersifat legal, rasional, serta terbuka. Namun, dalam
klientisme, hubungan yang dominan bersifat patron-klien. Loyalitas
terhadap penguasa diikat oleh karjasama individual ataupun reward
material (ekonomi) yang didistribusikan secara tertutup. Tak jarang, dalam
pemerintah yang patrimonial, ada sejumlah pengusaha yang "dipelihara"
oleh penguasa. Pengusaha ini diberi perlindungan politik dari aneka
tuntutan hukum, serta mendapatkan fasilitas tambahan. Sebagai
imbalannya, mereka menyetor dana yang besar bagi kas politik penguasa
untuk menjalankan politik patrimonialnya.
Unsur kedua adalah kaburnya wilayah publik. Dalam birokras
modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang
pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik.
Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang
sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya mesti transparan.
Sedangkan dalam pemerintah patrimonial, batas wilayah publik dan pribadi
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dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang seharusnya
berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi, tanpa
keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban. Kekaburan inilah yang
menjadi sumber maraknya korupsi di semua pemerintahan yang bergaya
patrimonial.
Unsur ketiga adalah kultur nonrasional. Birokrasi modern
berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi dan
validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan corak
pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional, dalam
segala bentuk mistisisme ataupun kultus individual. Dalam birokrasi
modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang
pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot mistik
yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan supernatural tertentu,
atau keturunan sebuah dinasti atau moyang yang mahasakti atau caliber
seorang wali. Dengan mistisisme itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi
lebih dalam. Bahkan, informasi yang menjadi landasan kebijakan publiknya
sebagian dianggap turun dari kahyangan, yang tak dapat diverifikasi di
dunia nyata.
Negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di satu
sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat, mulai
dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai stuktur
birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani
segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke
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perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi
negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal
sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal,
menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasi secara
tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau
sering disebut dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan
masa lalu (Eko, 2008:9).
Tak ada satu pun pemerintahan modern yang ekonominya maju,
ilmu pengetahuannya tinggi, dan pemerintahannya bersih, serta jaminan
hak asasinya baik, yang bercorak patrimonial. Korupsi yang merajalela
dalam sistem birokrasi Indonesia, salah satu sebabnya adalah model
birokrasi patrimonial yang dianut oleh Indonesia. Seperti dikemukakan
Weber (2002:44), birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi dimana
jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan
pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan ‘bapak-anak
buah’ (patron-client).
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di mana
patron adalah juragan, dan klien adalah kawula, hubungan keduanya
bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup,
dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan Warisan
birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya di Indonesia telah
menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus
kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan yang seperti itu, korupsi
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dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja dan masyarakat pun
tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup yang telah terjadi.
Eisenstadt dan Roniger (1984) dalam bukunya Patrons, Clients and
Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, ada
empat alasan utama mengapa politik kekerabatan lebih disukai elite-elite
politik di suatu negara. Pertama, kepercayaan (trusty) ini lebih disebabkan
karena kerabat lebih dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti lazim
dilakukan politikus pemburu kekuasaan. Kedua, loyalitas (loyality) kerabat
akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua
tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat
besar ketimbang orang lain. Ketiga, solidaritas (solidarity) kerabat
dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh dalam memiliki
terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan
kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan
kerabat. Keempat, proteksi (protection) ini terkait dengan model
mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang
berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang
telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain.
Amich Alhumami (2010), peneliti sosial dari University of Sussex,
Inggris, politik model regenerasi ini akan melahirkan politik kekerabatan
yang dibangun di atas basis pemikiran doktrin politik kuno: darah lebih
kental daripada air (blood is thicker than water). Doktrin ini menegaskan,
kekuasaan karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan,
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kekayaan, dan aneka social privileges harus tetap berputar di antara
anggota keluarga dan para kerabat saja.
Kekuasaan tak boleh lepas dari genggaman orang yang punya
hubungan persaudaraan, sehingga harus terdistribusi dan hanya bergerak
melingkar di antara pihak-pihak yang memiliki pertalian darah. Merujuk
pada dalil blood is thicker than water itu, di era modern, politikus
mewariskan kekuasaan kepada kerabatnya dengan cara memanipulasi
sistem politik demokrasi. Ini adalah bentuk manipulasi sistem politik
modern melalui mekanisme pemilu atau pilkada (demokrasi prosedural)
yang memang mengandung banyak kelemahan.
Mewariskan jabatan atau kekuasaan politik secara procedural
melalui pelaksanaan pilkada, apakah itu kursi gubernur, bupati atau
walikota kepada istri, anak, menantu, atau saudara yang hanya berputar di
kalangan kerabat penguasa (incumbent) tidaklah melanggar hukum,
karena tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pilkada.
Namun praktik ini jelas melanggar fatsun politik (etika, kepatutan, dan
norma umum). Karena model ini jelas akan menyumbat regenerasi calon
pemimpin politik lokal berdasar pada kompetisi yang fair yang seharusnya
bertumpu pada rekam jejak keilmuan, kemampuan dan integritas moral.
Jangan sampai pilkada hanya menjadi ritual demokrasi prosedural untuk
melestarikan aristokrasi yang melahirkan raja-raja kecil di ’kerajaan’
daerah.
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Pilkada di Indonesia saat ini kian penuh ironisme. Di satu sisi,
rakyat kian apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat
dalam pilkada cenderung turun. Apatisme masyarakat ini justru
dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan
kekayaan. Mereka adalah orang-orang yang ingin melanggengkan
kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarganya.
C. Kerangka Pemikiran
Nilai budaya yang hadir ditengah masyarakat kabupaten Bone, baik
itu berbicara tentang bangsawan memberikan pengaruh yang cukup besar
terhadap arena politik di Kabupaten Bone yang terus mengalami dinamika
dalam beberapa tahun semenjak era reformasi serta penerapan sistem
demokrasi dengan pengimplementasian pemilihan kepala eksekutif
pemerintahan setempat secara langsung sehingga menarik untuk dijadikan
sebagai objek penelitian. Untuk memudahkan penjabaran mengenai
bagaimana status Kebangsawanan mampu mempengaruhi masyarakat
dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone, maka perlu dijabarkan
dalam kerangka berpikir dari penulis dengan menghubungkan gambaran
yang terjadi dilapangan dengan beberapa teori yang berkaitan dengan
masalah tersebut sebagai berikut.
Dengan adanya kebangsawanan yang pernah hadirdi tengah
kehidupan masyarakat Bone, turut memberi andil dan pengaruh terhadap
dinamika politik lokal setempat, salah satunya dalam pemberian dukungan
dan pilihan politik pada proses pemilihan umum kepala daerah. Pada
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pemilihan umum kepala daerah 2013 dan sebelumnya tersebut dapat
memberikan gambaran tentang arena politik lokal setempat secara
keseluruhan pada waktu kini dan untuk mencoba melihat lebih jauh
tentang hal tersebut, perlu menganalisis status Kebangsawanan yang
pada posisinya sebagai budaya yang hadir di tengah interaksi antar
masyarakat, dalam diri para aktor politik serta masyarakat secara
umumnya. Adanya bangsawan kemudian terinternalisasi kedalam
lingkungan sosial, nilai budaya yang ada mencakup status
kebangsawanan tersebut berlaku dan di ketahui oleh seluruh masyarakat
serta menguatkan keberadaannya yang memiliki posisi tersebut serta
pengaruhnya di tengah kehidupan masyarakat.Bangsawan dalam konteks
politis memungkinkan membatasi kebebasan individu dalam artian
seseorang harus mengikuti kebijakan pimpinannya seperti hubungan
antara orang tua dan anak atau patron dan kliennya dan biasa disebut
paternalisme.Kekerabatan juga sebagai indicator keberhasilan untuk
mendapatkan suara lebih banyak, dalam hal ini hubungan antara patron
dan klien sangat terikat, semua bangsawan memiliki kerabat yang hampir
sama dengan bangsawan lain sehingga terjadi dilema pemilih dalam
pemberian suara. Model regenerasi kepemimpinan politik lokal yang
berbasis pada sikapyang membatasi kebebasan seseorang atau
sekelompok orang untuk tujuan melindungi dan mempromosikan kebaikan
mereka sendiri dan melalui sifat kekerabatanyangpasti akan menggeser
isu demokrasi ke aristokrasi. Bangsawan yang mempunyai hubungan
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keluarga dan klien pasti akan lebih diuntungkan pada setiap pemilukada di
Kabupaten Bone, pada pemilihan tersebut nilai-nilai kebudayaan akan
berperan untuk menentukan perilaku politik seseorang mengenai sikap
paternalisme dan sifat patriomonialisme yang di bangun oleh Bangsawan
sehingga suatu langkah untuk menentukan pilihan politik masyarakatpada













Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini,
penulis melakukan langkah pertama dengan menentukan informan kunci
(key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.
Alasan penulis memilih tipe dan desain penelitian secara deskriptif
kualitatif karena dengan tinjauan tersebut, akan sangat membantu
mendapatkan data atau informasi secara faktual tentang penggambaran
Status Kebangsawanan sebagai salah satu term yang mempengaruhi
masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone. Untuk
menganalisis peran budaya serta implementasinya dalam kehidupan politik
masyarakat setempat diperlukan suatu metode guna mengenal struktur
masyarakat yang ada, aspek kepribadian baik secara personal maupun
sebagai karakteristik sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya
tersebut merupakan suatu mata rantai tak terpisah hubungannya satu
sama lain, dan dianggap penulis dengan menggunakan penelitian
deskriptif kualitatif akan sangat membantu dalam proses penelitian yang




Dalam penelitian, peneliti mengambil beberapa lokasi padadaerah
kecamatan di Kabupaten Bone yaitu daerah dengan pertimbangan bahwa
lokasi yang dimaksud merupakan interpretasi baik secara demografis,
cultural dan geografis dari Kabupaten Bone, yang merupakan salahsatu
daerah yang terus mengalami kehidupan politik yang dinamis semenjak
era reformasi dengan penerapan system pemilihan secara langsung.
Perubahan yang terjadi meliputi pergantian kepemimpinan pemerintahan
setempat, potret mengenai sikap paternalisme dansifat patrionialisme yang
berlaku pada status kebangsawanan dan di dalamnya mengidentifikasikan
sebuah dinamika kehidupan politik lokal. Selanjutnya, di tengah
masyarakat hadir sebuah nilai budaya yang mengakar dan mengambil
peran dalam mempengaruhi dinamika politik local tersebut yakni Status
Kebangsawanan yang ada di Bone, eksistensi nilai budaya tersebut turut
memberi warna terhadap kondisi politik local maupun nasional sehingga
menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
C. Pemilihan Informan
Selama penelitian, penulis menggunakan teknik snowballing. Cara
memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan
gatekeeper yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu
penulis selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai,
kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat




Sebagaimana dalam penelitian kualitatif  maka penulis
menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan
informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui
kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi
penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan,
penulis menggunakan alat rekam danalattulismenulis sebagai alat bantu.
Adapun key informan yang terpilih dalam pengumpulan data ini adalah :
a. wakil kepala daerah kabupaten bone ( Drs. H. Ambo Dalle).
b. Tokoh masyarakat Bone Kota (A.irwansyah).
c. Tokoh masyarakat Bone Utara Kecematan Tellusiattingnge
(H.Nurdin).
d. Tokoh masyarakat Bone Barat Kecematan Lapriaja (Ahmad Riady).
e. Tokoh masyarakat Bone Selatan Kecematan Kahu (Tuo K daeng
Mallongi).
f. Masyarakat Bone utara desa Maccope (zulfikar)
g. Budayawan Bone (A.Mursalim).
h. Akademisi (Dr.H. Abdullah K, M.Pd, Rahmatunnair, S.Ag, M,Ag dan
Andi Sulaiman Rafi).
i. Mahasiswa ( Ulil Albab Sairman dan Try Agung).
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2. Data sekunder
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan
data dari beberapa buku, jurnal,koran, serta literatur-literatur lainnya yang
relevan dengan obyek yang diteliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
mendalam dengan key informan yaitu orang yang dianggap paham dan
mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman
wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap berada pada
fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah
sesuai dengan kebutuhan penelitian demi memperoleh data yang akurat.
2. Dokumen/Arsip
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan
fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam
penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis,
gambar/foto, rekaman audio atau film audio-visual. Selainitu data statistik,
laporan penelitian sebelumnya serta tulisan-tulisan ilmiah merupakan




Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. Teknik analisis
yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif dengan
menggunakan model Miles and Huberman 7 . Oleh karena itu, analisis
datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction),
yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan padahal-hal
penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh lalu mencari
polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas tentang Bangsawan dalam Pilkada dengan
Studi Kasus : Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone . Kedua,
penyajian data (data display), yakni menampilkan data yang telah
direduksi yang sifatnya sudah terorganisasikan dan mudah dipahami.
Ketiga, kesimpulan (conclution drawing), yakni akumulasi dari kesimpulan
awal yang disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel),
sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan untuk
menjawab permasalahan penelitian.
7Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. “Analisis Data Kualitatif”. Jakarta : UII Press.1992.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai
lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang mengkaji
tentang Bangsawan dalam Pilkada di kabupaten bone, sehingga peneliti
mengkhususkan penelitian di Kabupaten Bone.
A. Sejarah Kabupaten Bone
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone
Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu
kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan
sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu ManurungngE Rimatajang
pada tahun 1330, Perjanjian antara To-Manurung dengan rakyat yang
diwakili oleh ketua-ketua kaum, menjamin adanya batas batas kewajiban
"penguasa rakyat dan secara timbal balik. Prinsip-prinsip semacam
perjanjian penyerahankekuasaan pemerintahan telah membentuk
kerajaan-kerajaan di Sulawesiselatan, dalam periode lontara'.
penyerenggaraan kekuasaan pemerintahandari para ketua kaum atas
nama kaumnya kepada To-Manurung,  sebagai berikut:
Rakyat: "Anginlah engkau, dan kami daun kayu, kemana engkau
berhembus, ke sana kita, serta kehendakmu, menjadi kehendak
kami pula, apa nian titahmu, kami junjung, perintahkanlah, kami
penuhi, mintalah dari kami, dan kami akan memberimu, engkau
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menyeru, kami datang, terhadap anak_isteri kami, yang engkau
cela, kami pun mencelanya, akan tetapi, pimpinlah kami, ke arah
ketenteraman, kesejahteraan dan perdamaian.”
To-Manurung : “Kami menjujungnya, keatas batok kepala, janjimu hai
orang banyak, kami tempatkan dalam rumah keemasan,
kemuliaan janji-mu, ketika ini engkau bersatu-padu,
menerima kami, sebagai Raja-mu”.8
Perjanjian itu selanjutnya harus diingat baik-baik oleh penguasa dan
rakyat, karena menyangkut hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak
dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi benarlah bahwa itu merupakan
konstitusi dalam wujarnya yang sederhana. Terjadinya bangunan
kekuasaan negara-negara Bugis - Makassar dalam periode Lontara'
dengan konsepsi kekuasaan To-Manurung digambarkan sebagai
kedatangan "juru seramat" untuk menyusun satu tata kehidupan yang
menjamin kesejahteraan bagi rakyat. To-Manurung dilukiskan, sebagai
manusia luar biasa yang tiba-tiba muncul di muka bumi, tak diketahui asal
kedatangannya. To-Manurung dijadikan cikal-bakal dan sumber-sumber
utama bagi pengungkapan tujuan dan terjadinya negara yang kedatangan
To-Monurung itu. Perkembangan tata-kehidupan masyarakat
berkelanlutan terus-menerus dan di atas itu silih berganti, datang dan pergi
manusia sebagai pelaku-pelaku dalam kelanjutan masyarakat, menurut
8Di kutip dari. Attorioronna to Bone, Koreksi JKSST Makassar, kata-kata perjanjian itu diucapkan
oleh para Raja Tanah Ugi, saat pelantikan..
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pola tata-kehidupan yang sudah ada serta memperkembangkannya sesuai
dengan kebutuhan yang dihajatkan.
Berlanjut sampai mencapai puncak kejayaannya pada masa
pemerintahan Latenritatta Arung Palakka Matinroe ri Bontoala,
pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat
memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam
rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan
sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi
kecenderungan yang bersifat global.
Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada
masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk
diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian
dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke
arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :
Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata
pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan
Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau
dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini
dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui
lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut "Ade
Pitue", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat
raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh
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Ade' Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja
untuk dilaksanakan.
Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan
Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan
kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
1. Arung Ujung, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan
Bone
2. Arung Ponceng, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan
dan Pemerintahan
3. Arung Ta, bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan
Urusan Perkara Sipil
4. Arung Tibojong, bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan
Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara
Pengadilan Distrik
5. Arung Tanete Riattang, bertugas Mengepalai Memegang Kas
Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan
6. Arung Tanete Riawang, bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri
(Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.
7. Arung Macege, bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan
Perekonomian.
Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat
mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal
dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada
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tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe
Bongkangnge. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat
empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:
1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna
gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar
menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar
membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Raja tidak lupa
menyampaikan kata-kata yang benar).
Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke
dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya
perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.
Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone
terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain,
dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun
negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu
tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa
lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam
sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan
Soppeng yang melahirkan TELLUMPOCCOE atau dengan sebutan lain
"LAMUMPATUE RI TIMURUNG" yang dimaksudkan sebagai upaya
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mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi
kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.
Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan
yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak
hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab
tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan
yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat
religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan
segala bentuk perubahan dan dinamikanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang
terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang
luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan
sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki
potensi besar,yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi
kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang
pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya.
Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang
pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk
mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone
memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi
sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika
saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan
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dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup
berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan
yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan
potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan. Dengan berpegang motto Sumange' Tealara yakni Teguh
dalam Keyakinan Kukuh dalam Kebersamaan, pemerintah dan masyarakat
Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih
baik.
Nama-nama yang Menjabat Bupati Bone sejak tahun 1951 sampai
sekarang adalah sbb:
1. La Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa (Kepala
Daerah/Raja Bone) Tahun 1957 - 1960
2. Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1960-1966
3. Andi Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1966-1966
4. Andi Tjatjo (yang menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah) Tahun
1966-1967
5. Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1967 - 1969
6. H. Suaib (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1969 - 1976
7. H.P.B. Harahap (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1976-1982
8. H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1982 - 1983
9. Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1983-1988
10.Andi Syamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1988-1993
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11.Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1993-1998
dan 1998-2003 ( Dua Periode)
12.H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone) Tahun 2003-2008 dan
2008-2013 ( Dua Periode )
13.Dr. H.Andi.Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si. (Bupati Bone) Tahun
2013 Sampai Sekarang.
2. Pelapisan Sosial Masyarakat  Bugis Bone
Pelapisan Masyarakat orang Bone (Bugis)
A. ANA’ARUNG TO.BONE (Bangsawan orang Bone)
1. Ana’arung Matase' (Anak bangsawan penuh)
2. Ana'arung Mattola (Putera/puteri Mahkota)
3. Ana’arung Matase' (Putera/puteri raja-raja)
II. Ana’arung (Bangsawan)
1. Ana’arung ri,bolang (Bangsawan warga istana)
2. Ana’arung si-puE (Bangsawan separuh)
3. Ana'Cera' (Bangsawanberdarahcampuran)
B. TO-MARADEKA (Orang Merdeka)
1. To-Deceng (Kepala-kepalaKaum/Anang)
2. To-Sama' (Rakyat Kebanyakan)
C. ATA (Sahaya)
1. Ata-mana' (Sahaya warisan)
37
2. Ata-Mobuang (Sahaya baru)9
Keterangan tentang pelapisan masyarakat Bone, seperti
digambarkan di atas, adalah sebagai berikut10:
1. Seorang laki-laki dari lapisan tertentu, boleh mengawini
seorang perempuan dari lapisan yang sama, atau lapisan yang
lebih rendah dari lapisannya, tetapi terlarang ia kawin dengan
perempuan lapisan atasnya.
2. Hanya anggota dari lapisan (Ana’arung Matase) baik laki-laki
maupun perempuan, yang boleh dicalonkan menjadi Mangkau'
(Raja) di Bone. Mereka itu dianggap masih berdarah To-
Manurung. Orang Bugis menamakannya To-Maddara Takku'.
3. Puteri-puteri dari luar Tana-Bone yang dapat dijadikan
permainsuri, sederajat dengan (Ana’arung Matase), hanyalah
puteri-puteri Mahkota dari Luwu', Gowa, Soppeng, Wajo' dan
Sidenreng.
4. Ana’arung Matase' lainnya dipersiapkan menjadi Raja-raja
bawahan, yang merangkap Ade' Pitu (Dewan Kerajaan yang
terdiri dari tujuh orang raja bawahan yang menjadi daerah inti
Kerajaan Bone). Dari lapisan ini pulalah dipersiapkan tokoh-
9Friedericy menterjemahkan.Ato itu dengan De slauen, yaitu budak. Kami tidak memper- gunakan
istilah budak, karena konotasi istilah itu terlalu dekat pada suatu sistem eksploitasi tenaga
manusia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Kami mempergunakan istilah sofioyo untuk
pengertian Ato itu, yaitu sejumlah orang yang mengabdikan dirinya kepada suatu lemba- ga atau
orang, karena ia dengan sadar telah melakukan pelanggaran dan yang harus ditebusnya dengan
pengabdian atau melepaskan kemerdekaannya.
10 Mattulada juga memberikan khusus mengenai gejala demikian sebagai bentuk stratifikasi
sosialorangBugis. (1995:491).Hlm.27
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tokoh yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam
birokrasi Kerajaan, seperti Pakkada-ttanaE, To-Marilaleng,
Ponggawo, dan Arung Poli/i' atas daerah-daerah perluasan di
luar tujuh daerah inti, yang takluk atau menerima kekuasaan
atau perlindungan Kerajaan Bone.
5. Sebelum Bone menjadi kerajaan yang diperintah oleh To-
Manurung, maka Bone merupakan daerah-daerah Anang
(Kaum) yang terpecah-pecah, masing-masing mempunyai
daerah sendiri yang dipimpin oleh Ketua kaum masing-masing.
Dalam pertumbuhan Kerajaan Bone selanjutnya, persekutuan-
persekutuan anang dijadikan wanua yang diperintah oleh raja-
raja bawahan. Ada tujuh buah wanua inti Kerajaan Bone, dan
tiap rajanya duduk dalam Dewan Kerajaan Bone, yang disebut
Ade' Pitu Tana-Bone. Demikianlah, dengan melalui proses
yang panjang seluruh jaringan kekuasaan dalam Kerajaan
Bone, mulai pada tingkat atas (Pusat) sampai ke daerah-
daerah dan desa-desa yang tersebar luas dalam daerah
Kerajaan, dikuasai mereka yang setia kepada tokoh sentral
yang disebut Mangkau' (Yang Berdaulat) di Tana Bone.
3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Bugis Bone
Sistem kekerabatan orang Bugis disebut Asseajingeng
sebagai salah satu aspek dari pangaderreng dan sangat penting
peranannya dalam hal pencarian jodoh atau perkawinan untuk
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membina suatu keluarga baru. Bilamana kita memeriksa kembali
uraian dari Friedericy (1933), yang mengatakan bahwa masyarakat
orang Bugis terdiri atas dua golongan yang bersifat eksogam, yaitu
pertalian kekerabatan dihitung menurut prinsip keturunan matrilineal
tetapi perkawinan bersifat patrilokal' dan bahwa kedua golongan
yang berhubungan didasarkan pada anggapan yang satu lebih
tinggi (asal langit) daripada yang lain (asal dunia bawah-bumi),
maka dalam kenyataan itu tak lagi berlangsung semenjak kira-kira
abad ke XIII dan sekitarnya. Mungkin uraian itu dicari dari mitologi
Galigo tanpa banyak bukti. Yang tercatat dalam kenyataan
masyarakat Bugis sejak kira-kira abad ke-XIII, yaitu zaman
kejayaan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar yang dimulai dengan
konsep Kerajaan To-Manurung ialah kecenderungan mencari jodoh
dalam lingkungan kerabat yang lebih dekat, baik kerabat dari pihak
ayah, maupun dari pihak ibu. Di dalam menentukan anggota-
anggota pelapisan masyarakat, seperti dibicarakan pada bagian
depan, ternyata kedua orang tua (ibu dan ayah) ikut diperhitungkan.
Demikian juga yang diperhitungkan sebagai kerabat yang dianggap
mempunyai posisi ikut dalam wari'asseajingeng adalah kerabat dari
kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu selaku sistem maka
kekerabatan orang Bugis-makassar adalah sesuai dengan sistem
parental atau belineal.
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4. Prinsip-prinsip istilah kekerabatan
semua orang yang diwakili oleh istilah kekerabatan tersebut di
atas disebut orang Bugis seajing (kerabat)' Pertalian antara satu
dengan lainnya disebut asseajingeng (kekerabatan.) Di dalam
asseajingeng masih dapat dibedakan antara rappe' dan siteppang atau
sompung-lolo.Rappe' adalah seajing anggota kerabat sedarah
(cosonguins.) Itu dinamakan sanak. Siteppangatau sompung-lolo, ialah
anggota kerabat yang bertalian berkat adanya hubungan perkawinan,
(affins) yangterjemahannya di sini dengan keluarga.11
5. Keadaan Geografis
KabupatenBonemerupakansalahsatukabupatenyangterdapatdi
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas
wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara
administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44
kelurahan.
KecamatanterluasadalahKecamatanBontoCaniyaituseluas463,35km2
sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan
TaneteRiatangyaituseluar0,52km2.KabupatenBoneterletakpadaposisi
4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai
sepanjang 138 km yang membentang dari selatan keutara.
11Ibid, hlm. 38
41
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa





Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat
diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0
hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter)
yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas
101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha,




6. Profil Pemerintahan Kabupaten Bone
Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan yang diperinci
menjadi 328 desa dan 44 kelurahan dengan jumlah dusun/lingkungan
sebanyak 1.299. Pada sisi  legislatif,  jumlah  anggota DPRD
Kabupaten Bone sebanyak 45 orang  yang terdiri atas 39 laki-laki  dan
6 perempuan. Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD
berpendidikan S-1 (53,33 persen). Namun, masih cukup banyak yang
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berpendidikan SMA (31, 11 persen) dan hanya 13,33 persen yang
berpendidikan S-2.
Gambar 1. Peta Kabupaten Bone
Sumber: data sekunder BPS Kabupaten Bone.
Daftar kecematan dan kelurahan/ desa sebagai berikut :
1. Kecamatan Ajangale =12 desa 2 kelurahan
2. Kecamatan Amali = 14 desa 1 kelurahan
3. Kecamatan Cenrana = 15 desa 1 kelurahan
4. Kecamatan Dua Boccoe = 21 desa 1 kelurahan
5. Kecamatan Awangpone =17 desa 1 kelurahan
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6. Kecamatan Barebbo = 18 desa 1 kelurahan
7. Kecamatan Bengo = 9 desa
8. Kecamatan Bontocani = 10 desa dan 1 kelurahan
9. Kecamatan Cina = 11 desa 1 kelurahan
10.Kecamatan Kahu = 19 desa 1 kelurahan
11.Kecamatan Kajuara = 18 desa 1 kelurahan
12.Kecamatan Lamuru = 11 desa 1 kelurahan
13.Kecamatan Lappariaja = 9 desa
14.Kecamatan Libureng = 19 desa 1 kelurahan
15.Kecamatan Mare = 17 desa 1 kelurahan
16.Kecamatan Palakka = 15 desa
17.Kecamatan Patimpeng = 10 desa
18.Kecamatan Ponre = 9 desa
19.Kecamatan Salomekko = 7 desa 1 kelurahan
20.Kecamatan Sibulue = 19 desa 1 kelurahan
21.Kecamatan Tanete Riattang = 8 kelurahan
22.Kecamatan Tanete Riattang Barat = 8 kelurahan
23.Kecamatan Tanete Riattang Timur = 8 kelurahan
24.Kecamatan Tellu Limpoe = 11 desa
25.Kecamatan Tellu Siattinge = 15 desa 2 kelurahan
26.Kecamatan Tonra = 11 desa
27.Kecamatan Ulaweng = 14 desa 1 kelurahan
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BAB V
HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di masa kerajaan, bangsawan merupakan pemegang utama sistem
aristokrasi yakni suatu sistem kekuasaan yang ukuran paling pentingnya
adalah keturunan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman
digantikan oleh demokrasi yang ukuran utamanya adalah kompetensi dan
legitimasi. Bangsawan di kabupaten bone merupakan keturunan dari
kerajaan yang masih ada sampai saat ini. Ini dapat dilihat dengan identitas
gelar atau titel yang melekat pada nama bangsawan tersebut.Sebagai
daerah yang secara historis terbangun dari periodisasi kerajaan yang
sangat kuat yakni Kerajaan Goa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone,
masyarakat Sulawesi selatan kebanyakan masih sangat feodal.
Pembagian stratifikasi sosial antara bangsawan dan bukan bangsawan
atau ata (hamba sahaya) masih sangat kental. Sekaligus secara
sosiologis, dimana ada kelompok elit kultur yang dominan dan berkuasa
serta relatif mendapat akses politik lebih besar.Strata sosial tersebut
berimbas dalam konteks politik, terutama ketika kran politik partisipatif
berlangsung. Elit-elit kultur di Sulawesi Selatan sebagian besar meloncat
menjadi elit politik bahkan menguasai basis ekonomi (atau sekaligus
menjadi elit ekonomi).
Warisan kerajaan masa lampau yang masih berpengaruh di
Sulawesi selatan hingga sekarang adalah pengaruh bangsawan di bidang
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sosial dan politik.Bangsawan bugis yang bergelar ‘Andi’ secara historis
memiliki posisi terhormat dalam masyarakat.Keluarga bangsawan
umumnya memiliki tanah yang cukup luas serta banyak bekerja sebagai
pegawai pemerintah dan politisi.Dalam struktur stratifikasi sosial, mereka
tergolong kelompok elit bersama-sama dengan para profesional,
pengusaha, intelektual, agamawan, dan sebagainya.Dalam konteks
kekinian, bangsawan tersebut masih memainkan peran sebagai patron
dengan memelihara hubungan dengan para pengikutnya (client).
A. Pengaruh Bangsawan terhadap Sikap Paternalisme.
Ranah  politik secara umum tidak dapat dipisahkan dengan
unsurkebudayaan manusia yang merupakan bagian tata perilaku
berorganisasi darikeseharian suatu masyarakat. Budaya politik muncul
dalambentuk interaksiantar masyarakat sebagai warga negara dengan
pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), dan
inilah yang kemudianmenghasilkan dan membentuk keberagaman dalam
pendapat, pandangan danpengetahuan tentang praktik-praktik politik
dalam semua ranah politik. Olehkarena itu seringkali kita bisa melihat dan
mendapatkan fenomena-fenomenayang menarik ketika bersentuhan
dengan pengetahuan-pengetahuan, perasaandan sikap masyarakat
terhadap negaranya, pemerintah, pemimpin dan
lainsebagainya.Munculnya konsepsi budaya politik dalam kelompok
masyarakat tertentumerupakan implikasi dari pemahaman kebudayaan
setempat yang lebihkompleks dalam warna pada pandangan dan cara
46
masyarakat tersebutmemainkan perannya dalam pranata politik. Pada era
modern ini, kekhasantersebut muncul dalam cara masyarakat lokal
semisal dalam cara suatu kelompokmasyarakat mengelola pengetahuan
mereka dan cara mereka menghadapimasalah dalam praktik politik seperti
masalah dalam legitimasi, pengaturankekuasaan, proses pembuatan
kebijakan, kegiatan kelompok politik, perilaku aparat negara.
Meski dalam sistem kenegaraan yang ada di Indonesia berlaku
sistempolitik yang lebih banyak dipinjam dan berasal dari luar negeri,
tetapikarakteristik budaya lokal dalam orientasinya dengan praktik politik
justrumenyesuaikan dan malah menyuburkan praktik-praktik budaya lokal
diIndonesia dengan kebaragaman kebudayaan di setiap sudut wilayahnya.
Budayapolitik. 12 sebagai suatu sikap orientasi yang khas masyarakat
terhadap sistempolitik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap
peranan suatu individuyang ada dalam sistem itu. Dengan kata lain,
bagaimana distribusi pola-polaorientasi khusus menuju tujuan politik
diantara masyarakat suatu bangsa. Lebihjauh dikatakan, bahwa negara
senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengansimbol-simbol dan
lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang merekamiliki. Dengan
orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempatdan
12 . Almond dan Verbayang banyak terinspirasi dari teori Struktural-fungsional Malinowski
danRadcliffe  Brown, tentang bagaimana masyarakat kemudian bersikap dengan nilai-nilai yang
merekamiliki kemudian dioperasionalkan dalam pranata-pranata yang ada dalam kebudayaanya,
termasukpranata politik. (Almond & Verba 1984 “Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan
Demokrasi di 5Negara)
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peranan mereka didalam sistem politik13. Dalam orientasi politik antara
sistem politik dan individu dapat di padukan, tetapi bukan berarti bahwa
dengan memandang sistem politik, kita menganggap masyarakat akan
cenderung dan bercorak individualisme. Tetapi sistem politik tidak dapat
melepaskan diri dari sikap individual.
Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki
ribuan suku, berbagai macam tradisi, ras dan agama. Artinya dalam
orientasi politik tidak lepas dari norma, nilai dan adat setempat, karena
jauh sebelumnya berbentuk negara, masyarakat telah terbiasa merasakan
sistem kerajaan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan
raja.Hal itu juga yang terjadi di kabupaten Bone, dengan menjunjung adat
istiadat, maka masyarakat menjaga nilai dan adat setempat.Seperti yang
diungkapkan salah satu informan.
“Kita mengenal bone itu daerah beradat, dulu bone ini bekas
kerajaan yang betul-betul bentuk pemerintahannya berada di
tangan raja,  jadi raja mengajarkan masyarakat bone untuk menjaga
nilai-nilai adat setempat, sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi.
Masyarakat bone memegang teguh prinsip itu. Jadi tidak salah
ketika bone di kenal daerah beradat.”14
Kabupaten bone salah satunya kerajaan besar di Sulawesi selatan
yang telah di kenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat.
Adat istiadat ini muncul sebagai tolak ukur masyarakat bone untuk
menghargai orang lain dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.
Tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat bone mempunyai adat istiadat
13Almond dan Verba  (1984), Ibid hlm 83
14Wawancara oleh Dosen STAIN Watampone, Andi Sulaeman Rafi, pada tanggal 23 april 2016.
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yang sangat kental. Pangadereng merupakan falsafah hidup yang
menjunjung tinggi nilai dan norma adat orang bone. Demikian penting dan
berharganya nilai normatif ini, sehingga tidak jarang ia selalu melekat
kental pada setiap pendukungnya, meski arus modernitas senantiasa
menerpa dan menderanya. Bahkan dalam implementasinya, menjadi ruh
atau spirit untuk menentukan pola pikir dan menstimulasi tindakan
manusia, termasuk dalam memberi motivasi usaha. Mengenai nilai-nilai
motivatif yang terkandung dalam filsafat hidup, pada dasarnya telah
dikenal oleh manusia sejak masa lampau.
Makna Pangadereng dalam konteks ini adalah keseluruhan norma
yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap
sesama manusia dan terhadap pranata sosialnya yang membentuk pola
tingkah laku serta pandangan hidup. Demikian melekat-kentalnya nilai
pangadereng ini di kalangan orang Bugis, sehingga dianggap berdosa jika
tidak melaksanakannya.
Bentuk budaya lokal yang mendorong praktik politik suatu
masyarakatmenyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup,
tingkat militansiseseorang terhadap orang lain dalam pergaulan
masyarakat. Pola kepemimpinan(konformitas atau mendorong inisiatif
kebebasan), sikap pergerakan/mobilitas,prioritas dalam melahirkan
kebijakan.15
15Almond dan Verba  (1984), Ibid hlm 83
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Adapun implementatif Pangadereng sebagai falsafah hidup orang
Bugis Bone, memiliki 4 (empat) asas sekaligus pilar yakni16:
a. Asas Mappasilasae, yakni memanifestasikan Ade’
bagi keserasian hidup dalam bersikap dan bertingkah laku
memperlakukan dirinya dalam pangadereng;
b. Asas Mappasisaue, yakni diwujudkan sebagai manifestasi ade’
untuk menimpahkan deraan pada tiap pelanggaran Ade’
yang dinyatakan dalam bicara. Azas ini menyatakan pedoman
legalitas dan represi yang dijalankan dengan konsekuen;
c. Asas Mappasinrupae, yakni mengamalkan ade’ bagi kontinuitas
pola-pola terdahulu yang dinyatakan dalam rapang;
d. Asas Mappallaiseng, yakni manifestasi Ade’ dalam memilih dengan
jelas batas hubungan antara manusia dengan institusi-institusi
sosial, agar terhindar dari masalah dan instabilitas lainnya. Hal ini
dinyatakan dalam wari untuk setiap variasi perilakunya manusia
Bugis. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filsafat hidup orang
Bugis.
Konsep diatas memberikan gambaran kepada masyarakat bone
bahwa adat yang berlaku sangat berpengaruh terhadap lingkungan
masyarakat bone, baik itu berupa perilaku maupun kebiasaan-kebiasaan
yang berlaku dalam lingkungan. Dalam melihat kondisi politik local bone,
karakter seseorang menentukan pilihan politik masyarakat, dapat dilihat
16http://telukbone.or.id/pangadereng-sebagai-falsafah-hidup-bugis/.html ( di buka tanggal 11
agustus 2016)
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dari seberapa jauh calon pemimpin memiliki tingkah laku dan kebiasaan
social seperti yang telah diatur oleh adat dan kebiasaan seorang
pemimpin. Artinya bahwa pemimpin harus dapat mengetahui kondisi
lingkungan social masyarakat bone serta adat yang berlaku di kabupaten
bone. Seperti yang diungkapkan salah satu informan:
“Model pemimpin mempunyai karakter, karakter ini adalah
karakter social masyarakat, artinya pemimpin harus bisa
mengetahui kondisi masyarakatnya, karena bone adalah daerah
yang telah mengakar adat istiadatnya jadi pemimpin seharusnya
bisa melihat kondisi yang cocok untuk masyarakat bone, jadi tidak
hanya sebagai bangsawan tetapi pemimpin juga harus mengerti
falsafah bugis bone “17
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa karakter pemimpin
belum menjadikan jaminan masyarakat melihat seorang pemimpin/ bupati
melainkan masyarakat tetap mempadukan dengan falsafah bugis.Dengan
demikian masyarakat melihat dari tingkat kecerdasannya, keberaniaan,
bijaksana dan ketegasannya. Karena di bone sekarang masyarakat sudah
sadar akan pentingnya seorang pemimpin yang mampu mengola
pemerintahannya dengan baik berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat
kabupaten Bone.
Karena pemimpin yang baik menurut budaya politik lokal Sulawesi
Selatan di masa lampau memunyai 4 ciri yakni:18
17Wawancara oleh Dosen STAIN Watampone, Andi Sulaeman Rafi, pada tanggal 27 april 2016.




Acca, Warani, Malempu, Na’magetteng. Artinya pemimpin yang baik
dalah pertama, Acca, artinya pintar dalam menganalisa penyakit -penyakit
sosial.Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memberikan
jalan keluar dari masalah yang dihadapi masyarakat.Aristoteles
menggambarkan pemimpin yang pintar itu bagaikan dokter yang
mengdiagnosa penyakit - penyakit masyarakat.Jadi pemimpin yang
sanggup menyelesaikan masalah masyarakat itu adalah pemimpin yang
didambakan oleh masyarakat luas. Kedua Warani, artinya pemimpin itu
harus berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko sepanjang
hati nurani dan pikiran cerdasnya menyatakan bahwa keputusan itulah
yang terbaik untuk kebijaksanaan. Ketiga Malempu’, artinya bijaksana
maksudnya pemimpin itu dalam mengambil keputusan menguntungkan
rakyat banyak dan meminimalkan kerugian bagi rakyat. Arif di dalam
bertutur dan bijaksana dalam mengambil keputusan.Keempat
Namagetteng, artinya tegas dalam mengambil keputusan.Keputusan yang
diambil tidak pandang bulu.Siapapun yang melanggar harus mendapat
hukuman yang setimpal.
Hal inilah yang menjadi penilaian utama bagi masyarakat untuk
memilih seorang pemimpin/bupati kabupaten bone, mereka menilai bahwa
sekarang ini seorang pemimpin tidak hanya memiliki karakter pemimpin
tetapi juga harus memenuhi empat ciri-ciri diatas. Seperti yang di
ungkapakan oleh salah satu informan:
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“masyarakat melihat kemampuan merubah kondisi, artinya
mempunyai kecerdasan dan pengalaman bisa merubah kondisi,
menurut saya bone akan lambat laun akan berubah. Karena  bone
sebetulnya membutuhkan orang yang kontsisten dengan
jabatannya, biasa kita sebut “ Taro Ada Taro Gau”.19
Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada dasarnya bone telah di
pimpin oleh 13 bupati yang pernah menduduki kepala daerah kabupaten
bone dan hampir semuanya adalah bangsawan, ini di karenakan kentalnya
adat dan kebiasaan masyarakat setempat, artinya bahwa pengaruh kaum
bangsawan telah memberikan pengaruh terbesar dalam menduduki
kepala daerah baik masuknya NKRI di kabupaten bone sampai dengan
sistem demokrasi sekarang.Bangsawan Bone telah lama dikenal di
Sulawesi selatan, baik dengan karakter dan wataknya dalam memimpin
masyarakat serta sifat yang melekat pada dirinya. Seperti yang di
ungkapkan salah satu informan:
“Masyarakat  bone khususnya masyarakat bone selatan
melihat pemimpin dari sejarah, bahwa pada dahulu para pemimpin
itu berasal dari kalangan bangsawan. Namun tentunya harus
memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta memiliki sifat-sifat yang
baik pula.“20
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, bahwa masyarakat
bone selatan lebih mementingkan keturunan raja yang tercatat dalam
sejarah di kabupaten bone, hal tersebut menjadi pertimbangan
masyarakat, sebab masyarakat  bone tidak ingin budaya local hilang di
19Wawancara oleh Dosen STAIN Watampone, DR.H. Abdullah K. M.Pd  pada tanggal 23 april 2016.
20Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Bone selatan, Tuo. K daeng Mallongi, pada tanggal 5
mei 2016
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bone, karena yang menyatukan masyarakat bone adalah adanya
pengetahuan tentang “pangadereng”.
B. Pengaruh Bangsawan terhadap Sikap Patrimonialisme
Kalau ciri - ciri pemimpin itu dipakai sebagai syarat dalam pemilihan
Bupati maka itu berarti budaya politik dan pemerintahan local telah
memberikan andil yang besar dalam perpolitikan. Kalau syarat ini yang
diperlakukan bagi para calon Bupati di kabupaten Bone, maka siapapun
yang terpilih sebagai pemimpin akan di terima atau mendapat legitimasi
rakyat. Di samping itu rakyat tidak lagi berkotak -kotak dan terpisah -pisah
oleh sekat daerah.
Sistem kekerabatan orang Bugis, menganut sistem
kekerabatanbilateral, tidak mengarah pada pembentukan kelompok
kekerabatanyang ketat,juga tidak mengenal kelompok bilateral yang
mengakui nenek moyang bersama. Sebaliknyadalam sejarahnya, orang
Bugis terstruktur oleh sistem jaringan patron-klien yangdibarengi dengan
pola kekerabatan yang begitu meresap dan saling mengikat.maksudnya
bangsawan tidak lepas dari sistem patron-klien yang mengikat semua
pengikutnya dengan memberatkan pengikutnya sehingga tidak lepas
dengan dirinya atau tidak memberikan kebebasan kepada pengikutnya
untuk melindungi dan demi kebaikan pengikutnya. Merelakan hal-hal yang
dapat membuat patuh pengikutnya.Melihat sistem yang berlaku di Bone,
masyarakat menyadari bahwa kekerabatan atau sistem patron-klien
sangat mempengaruhi kondisi kehidupannya. Memberatkan kliennya
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dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh kliennya.Seperti yang di
ungkapkan oleh salah satu informan:
“Kalau kita melihat situasi masyarakat bone sekarang yang
paling tepat masih membutuhkan seorang arung atau bangsawan
maksudnya di samping dia arung dia juga harus cerdas, itu karena
tradisi masyarakat masih kuat, karenamasyarakat belum memahami
betul demokrasi, maksudnya raja adalah pemegang kekuasaan
tertinggi, dan masih berlaku sampai sekarang, arung mi bawang
(hanya arung saja)  yang bisa pimpin bone, karena faktor materi
dan tuan tanah”21
Berdasarkan yang di ungkapkan diatas bahwa dalam memilih calon
masyarakat sadar akan pentingnya calon bupati yang mempunyai
intelektual yang tinggi tetapi tidak hanya itu, masyarakat juga lebih
jelasnya melihat garis keturunan, itu adalah tradisi masayarakat bone yang
masih berlaku dengan adat dan kebiasaannya. Kekerabatan sebagai salah
satu penilaian masyarakat untuk memilih calonnya, seberapa dekat
mereka dengan calonnya sehingga hal tersebut juga sebagai
pertimbangan untuk masyarakat lain untuk memilih calon yang sama.
Pemilihan kepala daerah di kabupaten Bone merupakan proses
memilih pemimpin yang akan membangun Bone kedepannya, tetapi dalam
pemilihan tersebut tidak hanya seorang bangsawan yang berperan penting
di dalamnya, namun non bangsawan ikut berkompetisi dalam merebutkan
wakil kepala daerah di kabupaten Bone. Ada beberapa non bangsawan
yang posisinya sebagai calon wakil, juga mempunyai pengikut atau
21Hasil wawancara oleh Ahmad Ryadi  selaku tokoh masyarakat Bone barat pada tanggal 25 april
2016.
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kerabat yang cukup banyak. Karena memberikan sumbangsi terhadap
daerah pemilihannya atau mempekerjakan beberapa masyarakat di
daerahnya.Jadi sebagian masyarakat dalam menilai calon kepala
daerah/wakil dari pembangunannya pada saat menjadi pejabat daerah
atau perwakilan rakyat. Seperti yang di ungkapkan salah satu informan:
“untuk saat ini non bangsawan belum bisa memimpin
bone,masyarakat bone masih melihat silsilah, tapi wakilnya ada non
bangsawan, banyak juga memilih beliau, karena sosok itu sudah
lama dikenal di daerah ini, apalagi beliau juga pernah dapil disini,
dan pernah membangun di daerah sini semenjak menjadi anggota
DPRD. Warga juga malu tidak memilihnya walau sebagai wakil,
yang penting siapapun yang menjadi kepala daerah di bone, bisa
membangun bone, itu yang menurutku kewajiban kepala daerah.22
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kalangan non
bangsawan juga berperan penting di suatu desa atau kecamatan, karena
telah menjabat anggota DPRD sebelum mencalonkan dalam pilkada,
masyarakat menilai mereka membangun dan memberikan sumbangsi
pada daerah pilihannya, dukungan tidak hanya diperoleh melalui
kekerabatanatau kekeluargaan akan tetapi dukungan juga diperoleh
melalui seorang figur yang telah memberikan dampak positif  terhadap
suatu daerah. Hal tersebut merupakan pemilih tetap mereka.Sehingga
menjadikan pertimbangan seorang bangsawan dalam memilih pasangan
yang berpengaruh terhadap satu desa atau kecamatan.
22Hasil wawancara oleh masyarakat desa maccope “Zulfikar” pada tanggal 3 Desember 2016
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Pada dasarnya, sifat dari hubungan antara seorang pemimpin dan
pengikutnyaadalah hubungan antara individu 23 .Implikasi dari tatanan
masyarakat dengan pola pemimpin-pengikut,adalah relasi antar individu
yang menempatkan masyarakat situasi dimanakelompok lapis atas
mereproduksi status ataupun sifat hak istimewa dari seorangketurunan
bangsawan. Penempatan status sosial oleh kalangan lapis atas
sebagaisuatu previlese atau hak memimpin yang dalam bentuk bagiamana
kekuasaandipertahankan umumnya dilakukan dengan mereproduksi
streotip-streotiptertentu yang dikenakan pada kelompok lapis bawah atau
pengikut24. Kesadaran akan pentingnya perbedaan kelas, membuat kelas
atas berjuang untuk dapat mengambil hak-haknya dalam hal pendidikan,
belajar adalah salah satu kemampuan seorang bangsawan untuk tetap
bisa bersaing dengan bangsawan lainnya, karena selain kebangsawanan
sebagai modal utama dalam mencapai tujuannya, intelektual juga sebagai
modal penting untuk bisa bersaing dengan kelas menengah keatas.
Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan:
“Di bone itu ciri-ciri feodalisme itu suka memerintah,  tetapi
untuk sekarang siapun yang bisa memimpin , karena sekarang itu
kita bersaing, walaupun kelas menengah berjuang sampai keatas,
kalau saja dia mampu menembus opini masyarakat pasti akan naik.
Sebelumnya itu golongan bangsawan hampir tersingkir, mulai dari
golongan menengah menjadi sekda,  pada saat itu mereka merasa
kalau kita hanya bisa diam saja orang tua kita yang dulu jadi raja
23Lihat ulasan Pelras tentang tradisi modernitas orang Bugis (dalam Robinson & Mukhlis Paeni,
2005:46)
24Dalam Tahara“Reproduksi Streotip dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat
Buton. (Disertasi) Op.cit, Hlm. 27
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bisa menjadi ata(masyarakat biasa), maka mereka bangkit untuk
menyekolahkan anaknya untuk bisa lebih terpandang.”25
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa upayamembedakan diri
dari kelas-kelas sosial lain merupakan bagian dari strategikekuasaan.
maka kecenderungan kelas yang didominasi adalah mengikuti
budayakelas dominan dan pola-pola pikiran mereka. Kelompok
masyarakat, atau lapisansosial atas yang pernah berkuasa dan menduduki
stratifikasi sosial yang tinggimenjadikan ruang-ruang yang ada dalam
masyarakat untuk mereproduksi statussosialnya, misalnya dengan
konstkrusi cerita kepahlawanan dalam sejarah ataumelalui garis keturunan
dan sistem kekerabatanseperti disinggung diatastentang kecenderungan
masyrakat Bugis di bone dengan membangun strukturpatron-klien yang
dioperasionalisasikan dalam kekuasaan melalui status
kebangsawanannya. Opini masyarakat merupakan bagian dari dinamika
social di kabupaten Bone artinya ketika bangsawan membuat opini terkait
dengan masa lampau mengenai sejarah kerajaan Bone, siapa yang
pernah memimpin Bone, hingga menyelamatkan Bone dari kolonial atau
mengusir para penjajah sampai dengan menggabungkan kerajaan-
kerajaan kecil hingga terbentuk sebuah kerajaan besar, maka masyarakat
sadar akan pentingnya hal tersebut dengan mengikat masyarakat Bone
dengan opini tentang sejarah Bone. Seperti yang di ungkapkam salah satu
informan:
25Wawancara oleh Dosen STAIN Watampone DR.H. Abdullah K. M.Pd   pada tanggal 23 april 2016.
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“Yang pertama tentu adalah kemampuan popularitas dan
elektabilitas, banyaknya bangsawan menurut garis darah dan ada
juga pemimpin di desa bukan bangsawan tatapi dia adalah tokoh di
daerahnya. Titisan darah dari bangsawan tentu ada beberapa
falsafah yang dia pegang, yaitu “getteng, lempu, warani dan ada
tongeng” tentu harus dia miliki dan semua itu menjadi modal, dan
kenapa khususnya yang memiliki hegomoni kekuasaan, cikal bakal
itulah yang mewarnai jalannya pemerintahan sampai sekarang,  jadi
sejarah yang mengatar bangsawan untuk memimpin.”26
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sejarah
pada umumnya suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang disusun
berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Ini ada
kaitannya dengan bangsawan sebagai keturunan raja-raja dulu yang
pernah memimpin bone dahulunya. Bangsawan di percaya untuk
memegang peranan penting dalam negeri Bone pada masa
kerajaan.Namun ada banyak bangsawan di bone yang masing-masing
mempunyai keturunan yang berbeda dan sejarah yang berbeda.
Kabupaten bone saat pemilihan kepala daerah indicator yang pada
penilain masyarakat itu melihat dari keturunan-keturunannya walaupun
saat ini demokrasi, karena sampai sekarang masyarakat bone masih
banyak pemilih tradisionil, dengan memandang suatu pemimpin dari
sejarahnya, walaupun masyarakat bone kota terlihat modern tetapi sikap
tradisionalnya tidak pernah hilang itulah sebabnya masyarakat bone kota
dianggap bone beradat . Seperti yang di ungkapkan oleh salah informan:
“Sebetulnya dalam pandangan demokrasi itu tidak dipakai,
harus memiliki kapabalitas dan elektabilitas, faktanya pemilih-
26Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Bone Kota, Andi Irwansyah, pada tanggal 27 april 2016
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pemilih kita adalah tradisional dan feodalisme hanya mengikut dari
kepala desa, kalau dalam system upaya-upaya melakukan
polarisasi itu tidak terasa. Intensistas bone selatan itu sangat tinggi,
Kalau di bone selatan itu kebanyakan pengikut muhammadiyah
konon kabarnya modernis tetapi pemilihnya feodal, kalau di bone
utara itu banyak pengikut nahdatul ulama artinya tradisional tetapi
para pemilihnya modernis artinya pemilih cerdas, kalau di bone
barat itu seimbang sebab pengaruhnya dengan Makassar sangat
dekat, alasan orang memilih pada umumnya adalah landasan
kekeluargaan dan ekonomi.”27
Berdasarkan hasil Wawancara diatas bahwa masyarakat bone lebih
mengutamakan sifat “akkarajangeng” (penghormatan yang lebih kepada
manusia) sebagai perilaku dalam mengambil keputusan, ini bisa di artikan
bahwa masyarakat dalam mengambil kebijakan mereka lebih
mendengarkan suara dari orang memimpinnya di desa atau di
lingkungannya. Hal ini tidak lepas dari feodalisme yang mana kekuasaan
yang absolut berada di tangan raja atau pemimpin, jadi tidak dapat kita
pungkiri masyarakat bone lebih cenderung sebagai pemilih tradisional
dibandingkan sebagai pemilih modern. Akan tetapi masyarakat bone
secara keseluruhan, mereka dekat atau tidak lepas dari seorang
bangsawan yang dapat melingungi mereka atau menjamin keamanannya,
dan juga bangsawan itu hadir karena dalam satu dunia kerja ataupun
sebagai pimpinan dalam suatu daerah tertentu. Seperti yang di ungkapkan
salah satu informan:
27Hasil wawancara oleh Dosen STAIN  Watampone, Rahmatunnair, S.Ag, M.Ag pada tanggal 27
April 2016.
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“Di bone ini sebagian besar pemilihnya memang
paternalistic, jadi masyarakatnya paternalistic, apakah itu DPRD,
atau bupati, memang yang di tanya adalah yang dianggap tokoh di
daerah tersebut, meskipun dilakukan secara demokrasi,  karena
memilih langsung, dia belum murni secara akal pikirannya, harus
meminta pandangan dan pendapat yang dianggap tokoh, itu
kebiasaan bone. Pemilih tradisional itu memilih bukan 100% murni,
karena masih meminta pandangan, dan masih mayoritas
paternalistic.Tetap manggunakan haknya tetapi rakyat meminta
pendapat dulu.”28
Berdasarkan hasil wawancara diatas, wakil kepala daerah bone
berpendapat bahwa selain hubungan kekerabatan yang menjadi dasar
masyarakat untuk memilih seorang calon, tetapi hubungan layaknya
seorang bapak dan anak masih terjadi di beberapa daerah terpencil
ataupun daerah yang mana masyarakatnya masih belum mendapatkan
profil tentang calon. Seharusnya hal tersebut penting bagi masyarakat
untuk memahami karakter calon pemimpinnya, kepala desa atau tokoh
masyarakatlah yang dapat memberikan gambaran tentang calon yang
akan memimpin bone, melalui itu masyarakat dapat memahami kondisi
politik kabupaten Bone. Kebiasaan masyarakat tidak dapat di salahkan
karena kurangnya akses informasi tentang calon kepala daerah sehingga
kebanyakan masyarakat tidak mengetahui profil tentang calon yang akan
menjadi kepala daerah, maka tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai
tempat meminta pendapat atau pandangan untuk memilih calon kepala
daerah. Tidak banyak dari calon juga memanfaatkan strategi seperti ini
untuk mendapat suatu dukungan dari masyarakat sehingga sistem feodal
28Hasil wawancara oleh wakil bupati Bone, Drs.H.Ambo Dalle pada tanggal 10 Juni 2016.
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atau paternalisme sering kita dapatkan di daerah bone yang jauh dari
pengaruh modern dimana pemilihnya sudah cerdas dan tepat sasaran
untuk memilih salah satu calon.
Konsepsi ini menggambarkan tatanan dalam bagian-bagian disetiap
bangsawan (patronus)mempunyai sejumlah pengikut-pengikut dari tingkat
strata yang lebih rendah(clientes) yangberharap perlindungan dan jaminan
keamanan dari kekuasaanpatron-patron lainnya paraclienpada umumnya
adalah orang-orang yangberstatus bebas namun ikatan-ikatan dengan
patron tidak menjadikansepenuhnya mereka bebas. Hubungan antara
pemimpin dan pengikut sangatdekat, hal ini dapat dilihat penamaan nama
belakang dari klien yang cenderungmengikuti nama patronnya. Begitu pula
apabila diadakan upacara, para klienselalu melibatkan diri misalnya dalam
upacara pemujaan keluarga bangsawanyang mereka anggap sebagai
pelindung. Kaumbangsawan sebagaipatron berkewajiban untuk menjaga
kliennya dari musuh-musuh dan melindunginya dari tuntutan hukum.
Disamping itu patron jugamembantu keluarga kliennya dalam hal ekonomi,
dengan memberikan lahankepada pengikutnya agar dapat menghidupi
seluruh anggota keluarganya. Di sisilain, klien juga berkewajiban untuk
membantu patronnya dalam kondisi tertentu,seperti menebus sang patron
jika ditangkap sebagai  tawanan perang.
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J.C. Scott29 , memberikan pemahaman terkait kondisi sosial-budaya
yang memunculkan dan mendorong terbangunnya pola patron-klien dalam
suatu masyarakat terutama di kawasan Asia Tenggara yang sejak masa
lalu bahkan sampai sekarang tetap memperlihatkan kecenderungan
adanya bentuk-bentuk patron-klien dalam praktik-praktik masyarakat
dalam beberapa aspek.
Suatu kondisi dalam suatu kebudayaan dikatakan turut
mempengaruhi dalam membentuk pola patron-klien. Ada beberapa kondisi
sosial-budaya yang kemudian menjadi pendukung bentuk struktur patron-
klien, diantaranya adalah kondisi dimana terdapat perbedaan (inequality)
yang terjadi dalam masyarakat menyangkut pemenuhan kekayaan dan
kekuasaan. Umumnya, seorang patron mengorientasikan dirinya pada
tujuan yang menyangkut pengaturan kekuatan serta pertarungan dalam
mendapatkan kedudukan jabatan, namun pada periode awal sebenarnya
sifatnya tidak mendasarkan pada hubungan-hubungan dalampewarisan
kedudukan atau kepemilikan tanah. Namun pada masa pemerintahan
kolonial yang menerapkan komersialisasi ekonomi, sehingga kondisi
tersebut mengalami pergeseran yang memunculkan kembali nilai-nilai
dalam orientasi kepemilikan tanah yang kemudian justru menjadi pemicu
adanya gejala patron-klien.
29Dikutip Heddy S. Ahimsa Putra (33-34;1988) dalam tulisan Ahmad Yani (2006), Op.cit, hlm 5
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Dengan menggunakan pemahaman tentang patron-klien yang
diutarakan J.S. Scott memberikan kerangka bagi penulis untuk
mendeskripsikan situasi yang melatarbelakangi hubungan patron-klien
yang tumbuh dalam praktik politik orang Bugis Bone, dimana adanya
hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam masyarakat Bugis disebut
Ajjoareng-Joa’30. Dalam masyarakat Bugis, individu yang dikatakan patron
biasanya diduduki oleh kalangan bangsawanyang
disebutAjjoarengatauPappuangeng.Sedang klien berasal dari
kalanganmasyarakat biasa yang disebutjoa’ atauana’guru(pengikut).
Hubungan patrondan klien merupakan hubungan kewajiban timbal-
balik. Seorang patron berkewajiban untuk melindungi joaqnya dari
kesewenang-wenangan daribangsawan lain,  pencurian, atau berbagai
ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka
dari kemiskinan. Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan
pelayanan kepada patronnya, misalnya, dengan bekerja di lahan
ataurumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai
kegiatan-kegiatan lainnya.
Dalam konteks politik kekinian danlayak disebut seperti
memunculkan praktik yang serupa pada periode sebelumnya. Perubahan
regulasidi tatanan negara diikuti oleh perubahan sistem politik lokal.
Perubahan mendasar yang berkaitan dengan sistem politik lokal adalah
30Mattulada juga memberikan khusus mengenai gejala demikian sebagai bentuk stratifikasi sosial
orangBugis. (1995:491).
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pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota secara langsung
yang disebut Pilkada (pemilihan kepala daerah). Upaya untuk membangun
demokrasi di tingkat lokal dengan pelibatan rakyat secara penuh
merupakan alasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Para
bangsawan dan kelompok menengah dalam masyarakat Bugis Bone yang
berasal dari daerah bekas kerajaan. Diantara kelompok-kelompok tersebut
mulai melibatkan diri dalam arena politik dengan mengandalkan status
sosialnya dan jaringanjoa’-nya yang pada daerah tertentu masih tetap
terbangun dengan baik. Modelajjoareng’-joa’ini ditengarai seperti bertahan
dalam regulasi otonomi daerah yang merupakan hasil pendistribusian
kewenangan pusat  kedaerah pada tingkat kabupaten atau kota. Diawali
dengan sistem pemilihan konstituen, dimana seorang calon legislatif dapat
duduk menjadi anggota DPRD apabila suara pemilih paling banyak sesuai
dengan rasio penduduk didaerahtersebut. Para bangsawan dan kelompok
menengah dalam masyarakat Bugis Boneyang berasal dari daerah bekas
kerajaan banyak memanfaatkan momentum inidalam memperkuat kembali
identitas dirinya dalam perebutan kekuasaan ditingkat lokal.  Diantara
kelompok-kelompok tersebut melibatkan diri dalam arena politik dengan
mengandalkan status sosialnya dan jaringan joa’-nya yangpada daerah
tertentu masih tetap terbangun dengan baik.
Kabupaten bone secara keseluruhan tidak lepas dengan hubungan
kekerabatan dan hubungan paternalisticnya dimana hubungan antara
bapak dan anak, yang merupakan salah satu bentuk politik yang telah
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terjadi di kabupaten bone, dengan mengandalkan modal kebangsawanan
sebagai syarat untuk menjadi kepala daerah di kabupaten bone, yang
mana bone dahulu adalah kerajaan yang dipimpin bangsawan dan
membuktikan diri sebagai pemimpin yang merakyat serta dapat di percaya
bisa menjaga bone dari peperangan yang berlangsung pada masa
kerajaan. Seperti yang di ungkapkan salah satu informan :
“Tradisi orang bone itu harus bangsawan yang memimpin,
karena ini sudah turun temurun dengan orang tua disini, dan
bangsawan tetap di percaya untuk memimpin, karena tidak ada
paksaan sebab masyarakat bone sudah terdidik dan ini untuk
pemuda bone, kalau untuk orang tua melihat dari garis
keturunannya.31
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat bone utara
menganggap bahwa adat istiadat yang masih melekat pada kehidupan
masyarakat bone khususnya bone utara, dengan mengingat keturunannya
yang pernah menjadi raja di Bone, yang menjaga  dan menyalamatkannya
dari kerajaan-kerajaan yang ingin menguasai kerjaan Bone. Hal tersebut
menjadikan tolak ukur kepada calon kepala daerah kabupaten bone,Maka
dengan era demokrasi ini banyak dari masyarakat bone percaya dengan
seorang bangsawan Kabupaten Bone bisa membebaskannya dari
permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga banyak dari kaum
bangsawan yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tetapi
hampir semua calon kepala daerah adalah keluarga atau kerabat, maka
tidak lain bangsawan yang ingin mencalonkan harus memiliki kekerabatan
31Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Bone utara, H.Nurdin pada tanggal 26 april 2016
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dan joa’ (pengikut) yang banyak, sebagai salah satu indicator untuk
menang dalam pemilihan kepala daerah, tidak hanya itu bangsawan juga
memiliki kecerdasan serta keberanian dalam mengambil kebijakan karena
di masa sekarang masyarakat sadar akan pentingnya hal itu.
Bone sebagai kabupaten yang beradat memiliki control social yang
disebut pangadereng. Maka pengetahuan masyarakat bone menganggap
bahwa seorang calon pemimpin yang berasal dari kalangan bangsawan
selalu memegang pangadereng sebagai perilaku yang tidak lepas dari
nilai-nilai dan norma yang berlaku di kabupaten bone, Seperti yang
diungkapkan salah satu informan:
“Seorang kepala daerah atau pemimpin yang berasal dari
kalangan bangsawan tentunya tidak boleh mematahkan pedoman-
pedoman kebangsawanannya.karena fungsi pangadereng tentu
bekerja sama dengan masyarakat dengan mengangkat atau
memilih kepala daerah yang derajat kebangsawanannya lebih
diatas yang tentunya memiliki kapasitas kepemimpinan yang
memadai”.32
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Nilai-nilai local
dimasyarakat harus dijadikan ukuran dalam melakukan aktivitas sosial.
Interaksi sosial antara individu dan masyarakat atau sebaliknya tetap
dalam koridor control sosial. Untuk itulah norma dan nilai yang berlaku
tetap menjadi dasar dalam melakukan interaksi sosial masyarakat, dan
menjaga tidak terjadinya penyimpangan perilaku dan perilaku kolektif.
Maka dari itu calon kepala daerah harus secara keseluruhan memberikan
32Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Bone selatan, Tuo. K daeng Mallongi, pada tanggal 5
mei 2016.
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pemahaman terhadap masyarakat untuk bisa di percaya dalam
masyarakat.Secara tidak langsung bentuk intraksi social masyarakat bone
telah terbentuk jauh sebelum kita mengenal kehidupan social masyarakat,
pada dasarnya masyarakat bone telah mengenal sebuah prinsip hidup
yang dapat membuat sebuah kolompok menjadi lebih erat dan harmonis,
melalui prinsip hidup itulah sampai sekarang masyarakat dapat
menjadikannya control social baik berkomunikasi maupun bertindak dalam
mengambil keputusan. Pangaderengmuncul sebagai manivestasi suatu
ajaran kelompok masyarakat untuk dapat berperilaku dengan baik dan
juga menjadi pedoman masyarakat bone.
Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi yang ada
dalam hubungan antar masyarakat, semakin kuat tradisi saling
berhubungan social antar mereka, maka perilaku tolong-menolong,
menghargai sesama manusia, serta saling mengingatkan menjadi semakin
nampak dalam keseharian masyarakat Bone.  Dalam kegiatan sehari -hari
masyarakat Bone masih dapat sering ditemui hubungan sosial yang terjadi
dalam suasana saling menjaga hubungan emosional diantara mereka
utamanya pada masyarakat pedesaan secara keseluruhan.
Bangsawan bone sebagai tolak ukur masyarakat bone dalam
memberikan contoh terhadap masyarakat, menjadikan bangsawan di
hormati oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini merupakan kebiasaan
masyarakat bone untuk lebih mengakrabkan diri. Dominasi dan tingkat
kepercayaan masyarakat pada kalangan bangsawan jauh lebih tinggi
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dibandingkan dengan masayarakat dari kalangan biasa. Tetapi tidak dapat
dihindari bahwa saat ini masyarakat telah mengalami perubahan. Saat ini
masayarakat telah mengalami banyak perubahan yang semakin lama
semakin cepat.Karena partisipasi politik masyarakat dalam menanggapi
pemilihan umum membuat bangsawan berlomba-lomba dalam membuat
suatu perubahan serta menunjukkan contoh yang baik terhadap
masyarakat. Sebagaimana yang katakan salah satu informan :
“Kalau kelakuannya baik, sopan, dan tidak bangga, selalu
akrab dengan masyarakat di sanalah juga kami lihat biarpun bukan
Petta, Andi, atau Arung kalau dia baik maka itulah yang dipercaya
dan bisa saja kita di sini itu menghormatinya. Begitu juga kalau
kelakuannya tidak baik biar Petta, Andi atau Arung biasa di hindari
untuk berhubungan sama dia.dan yang paling utama adalah
pendidikan dia harus ada.”33
Perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang terjadi
akibat ketidak sesuaian di antara unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang
saling berbeda sehingga terjadi keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi
kehidupan. Menurut Fukuyama, 2002:36-37 adalah pengharapan yang
muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan
kooperatif berdasarkan norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan
anggota yang lain dalam komunitas.
Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar
masyarakat yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan sosial
yang terjadi terkadang membawa perubahan yang akan berpengaruh
33 Hasil wawancara oleh Budayawan Bone a.mursalim pada tanggal 30 april 2016
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besar pada masyarakat. Perubahan kelembagaan masyarakat akan ikut
mempengaruhi hubungan kerja, sistem kepemilikan, hubungan
kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya.
Pada dasarnya falsafah hidup orang bugis bone mengadung makna
yang sangat mendalam, dan hal itu juga di jadikan control hidup
masyarakat bone, dimana isi yang terkandung dalamnya Konsep siri’ yang
sampai sekarang diyakini secara konsisten oleh orang Bugis
mempengaruhi tatanan kehidupan bagi masyarakat pendukungnya.
Pengaruh-pengaruh tersebut di antaranya ketaatan kepada pangadereng,
penegakan harga diri atau martabat, identitas sosial, tradisi merantau dan
motivasi kerja, dan kontrol sosial.Ketaatan kepada pangadereng. Konsep
siri’ merupakan tuntutan budaya terhadap setiap individu untuk
mempertahankan kesucian pangadereng sehingga keamanan, ketertiban,
dan kesejahtaraan masyarakat tetap terjamin. Pangadereng adalah sistem
norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang berfungsi sebagai
kontrol sosial, baik bersifat preventif maupun represif, dalam mengatur
seluruh tingkah laku manusia. Sebagai langkah preventif, dalam sistem ini
diajarkan bagaimana manusia mengenal perbuatan yang baik dan buruk.
Dengan demikian, seseorang yang akan berbuat sudah mengetahui
akibat-akibat dari perbuatannya. Jika terjadi sebuah pelangggaran
terhadap tata tertib masyarakat, maka sistem ini akan memberikan
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada siapa pun
pelakunya, termasuk penguasa. Pangadereng menunjung tinggi
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persamaan dan kebjiksanaan namun menolak segala bentuk kesewenang-
wenangan, pemerkosaan, penindasan, dan kekerasan. Sistem
pangadereng mengandung esensi yang sangat bernilai bagi
pendukungnya, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena
itulah setiap individu dituntut untuk menjunjung tinggi dan menaati adat
tata kelakuan atau sistem pangadereng yang berlaku. Dengan
melaksanakan pangadereng, berarti seseorang telah berusaha mencapai
martabat hidup yang disebut dengan siri’.
Siri’ adalah unsur yang sangat prinsipil dalam diri orang Bugis.
Hidup seseorang dianggap berarti jika pada dirinya terdapat martabat atau
harga diri. Menurut mereka, tak ada satu nilai pun yang berharga untuk
dibela dan wajib dipertahankan selain daripada siri’ karenahanya untuk
siri’-lah kita hidup di bumi ini (siri’ emmi ri onroang ri lino). Ungkapan ini
menjadi identitas sosial yang dianut secara bersama-sama oleh golongan-
golongan tertentu dalam masyarakat Kabupaten Bone. Sedangkan Dalam
realitas kehidupan orang Bugis, pengertian siri’ tidak melulu bersifat
menentang dalam artian melakukan penebusan-penebusan demi tegaknya
harga diri seseorang, tetapi siri’ juga dapat dimaknai sebagai perasaan
halus dan suci. Seseorang yang tidak mendengarkan nasehat orang tua,
suka mencuri dan merampok, tidak melaksanakan shalat, atau tidak tahu
sopan santun juga dianggap sebagai orang yang kurang siri’-nya. Jadi, siri’
dapat menjadi sebuah kontrol sosial bagi setiap individu maupun
masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga pelanggaran-
71
pelanggaran adat, hukum, maupun tata kesopanan dapat terjaga dengan
baik.
Pengertian–pengertian siri di atas memperlihatkan bahwa
keberadaan konsep siri dalam kehidupan bangsa Bugis dapat juga
menjadi pemutus tali kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka.
Namun, dalam realitas sosial, keadaan demikian tidak terjadi karena dapat
dinetralisir oleh keberadaan sebuah konsep yang disebut dengan pessé.
Secara umum pesse’ mengindikasikan perasaan haru (empati) yang
mendalam terhadap tetangga, kerabat, atau sesama anggota kelompok
sosial.Pessé melambangkan solidaritas bukan hanya pada seseorang
yang telah dipermalukan tetapi juga siapa saja dalam kelompok sosial
yang sedang dalam keadaan serba kekurangan, berduka, mengalami
musibah, atau menderita sakit keras. Jadi, rasa saling pessé antaranggota
sebuah kelompok adalah kekuatan pemersatu yang penting. Oleh sebab
itu, ada pepatah orang Bugis yang mengatakan “iya sempugi’ku, rekkua
de-na sirina, engka messa pesséna”, artinya “kalaupun saudaraku sesama
Bugis tidak lagi menaruh siri’ atasku, paling tidak dia pasti menyisakan
pessé”. Dengan demikian, antara siri’ dan pessé harus tetap ada
keseimbangan agar bisa saling menetralisir keadaan-keadaan ekstrem
yang dapat menjadi pemecah-belah persatuan dan kesatuan komunitas
bangsa Bugis.
Membentuk suatu kelompok masyarakat bone menjadikan
pangaderengsebagai tatanan social masyarakat bone demi terciptanya
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kehidupan yang baik, sedangkan dalam pemilihan kepala daerah
kabupaten Bone, masyarakat bone memegang teguh isi konsep diatas, ini
dapat dikatakan non bangsawan bone sangat mengerti dengan kondisi
bone dimana masyarakat bone mematuhi pangadereng sehingga dalam
menjadi calon kepala daerah,  kecil kemungkinan untuk bisa duduk
menjadi kepala daerah, karena telah memahami pangadereng secara
keseluruhan. Secara histori masyarakat bone dalam setiap memilih kepala
daerah memiliki tindakan yang berkesesuaian dimana dalam hal ini
masyarakat bone secara keseluruhan memiliki sikap yang ramah dan
saling kenal sesamanya, artinya bahwa masyarakat Bone yang melihat
calon kepala daerah yang mempunyai nilai dan tujuan sama. Seperti yang
di ungkapakan salah satu informan:
“Sebenarnya perlu perubahan di bone, tidak masalah itu
bangsawan atau bukan bangsawan tetapi bupati itu harus pintar
dan berani dalam mengambil kebijakan. Kalau mengenai teman-
teman mahasiswa sebanarnya, biasanya mereka melihat  calon
bupati dari cerita orang ke orang, maksudnya apa yang pernah dia
berikan bone.”34
Hubungan sesama manusia menjadi suatu kebiasaan masyarakat
setempat, informasi-informasi yang berkembang menjadikan informasi itu
bahan pembicaraan setiap masyarakat, sehingga tingkat partipasi
masyarakat bone mengenai pemilihan kepala daerah tinggi. Kepercayaan
masyarakat bone terhadap calon kepala daerah, tidak lepas dari sistem
nilai-nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat atau pangadereng,
34Hasil wawancara oleh mahasiswa Bone, ulil albab sairman. Pada tanggal 3 mei 2016.
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maka setiap kecamatan atau pun desa memiliki tokoh masyarakat yang
selalu terjun dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu kepercayaan
kepada calon kepala daerah, tokoh masyarakat atau orang tua serta
kepala daerah tingkat kelurahan atau desa yang berperan penting dalam
hal itu, memberikan informasi-informasi mengenai trek rekor setiap calon
kepala daerah.Tetapi kondisi seperti itu biasa membuat masyarakat berat
dengan calon yang pernah datang berkunjung di daerah tersebut atau
sebagai putra daerah di desanya. Seperti yang diungkapkan salah satu
informan :
“Kita pemuda sadar dengan apa yang terjadi di bone, tapi
kita tidak bisa jadi orang minoritas karena kita sebenarnya pemuda
butuh yang namanya teman dan jaringan, kalau kita tidak ikut apa
maunya tuan, kita akan tersingkirkan. biasanya juga ikut dengan
pilihan orang tua atau keluarga. Tidak ada paksaan sama sekali
karena hanya saja ingin belajar juga.”35
Pada penyataan diatas menjelaskan bahwa masyarakat bone yang
di kategorikan sebagai pemilih pemula mempunyai karakter memilih calon
kepala daerah menyusaikan diri terhadap kondisi lingkungan mereka, baik
lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Pada prosesnya
bemula di rumah dan berlanjut pada pergaulan sehari-hari, tindakan
tertentu itu telah mengubah dan mempengaruhi banyak arah
perkembangan alami. Tindakan tersebut menghasilkan respon positif bagi
masyarakat bone yang pada dasarnya memiliki sikap dan perilaku
menyusaikan diri.
35Hasil wawancara oleh mahasiswa Bone. Try Agung  Pada tanggal 3 mei 2016.
74
Dalam skala sosial, tindakan-tindakan tertentu dimaksud, adalah
tindakan bersama yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan
secara berencana dan terarah. Mengutip pendapat Sopher, Hamdi
(2002:103) menyebutkan tindakan-tindakan dalam skala sosial sebagai
“penunjukan makna dan peran warganegara melalui aktivitas gerakan
warga negara (citizen movement). Tidak dapat dinafikan perilaku memilih
dalam pemilihan kepal daerah seseorang sangat dipengaruhi oleh
lingkungan sekitarnya.Pada dasarnya, lingkungan dapat membentuk
perilaku politik mereka yang pada akhirnya di respons dalam bentuk
tindakan. Oleh karenanya, dengan memahami karakteristik lingkungan
sosial dimana individu berinteraksi, maka dapat pula memahami
kecenderungan respons politik yang akan diberikan seseorang sehingga
mampu mengenali perilaku politik masyarakat setempat dan
menggambarkan perihal arena politik lokal. Karakteristik lingkungan sosial
masyarakat Bone yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sangat
mengutamakan nilai hubungan sosial yang secara emosionil dan
kekerabatan kuat akan sangat memungkinkan melihat kemana
kecenderungan pemberian dan kepercayaan politik itu akan diberikan
serta output politiknya.
pengaruh nilai pangaderengpada hubungan social masyarakat
Bone menunjukkan posisi yang cukup signifikan serta terinternalisasi pada
arena politik local terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Orang
cenderung memberikan dukungan politik terhadap aktor calon kepala
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daerah yang secara umum mendapat dukungan banyak di lingkungan
masyarakat terlebih bila seorang masyarakat tadi memiliki hubungan
interaksi dan emosional kuat dengan sang calon karena memungkinkan
kepentingannya juga akan terakomodasi sesuai seperti saat berhubungan
dengan sang calon dalam kondisi sosial sebelumnya, seorang calon
sangat memungkinkan memperoleh suksesi apabila telah mendapat
penilaian baik dan empati masyarakat sekitarnya yang pada satu sisi pula
sang masyarakat tadi baik ia keluarga, kerabat, atau di lingkungan
sekitarnya merasa memiliki beban moril untuk membalas dan membantu
sang calon dalam pemilihan yang telah memberikan sesuatu bentuk dalam
konsepsi implementasi nilai pangadereng pada waktu sebelumnya. Pada
saat sebelum masyarakat diperhadapkan dengan momentum pemilihan,
sang aktor sudah memperlihatkan sikap dan perilaku yang telah
mengambil simpati orang banyak. Seperti yang di ungkapkan salah satu
informan :
“Ada beberapa calon yang sangat di sukai oleh masyarakat,
baik pada saat dia menjabat sebagai camat atau menjabat dalam
pemerintahan atau pernah keturunannya menjabat sebagi kepala
daerah.Yang menurutnya mungkin baik dalam pelayanan public,
maka masyarakat memilih calon tersebut karena factor
kebaikannya.”36
Dalam setiap bentuk tindakan orang akan dinilai oleh masyarakat
disekitarannya. Oleh masyarakat akan cenderung mempersepsikan
peristiwa dalam hal ini hubungan sosial yang ada di lingkungannya dengan
36Hasilwawancara oleh Dosen STAIN Watampone DR.H. Abdullah K. M.Pd, pada tanggal 23 april
2016.
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ikatan-ikatan nilai yang ada. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik
atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang
sesuai kondisi masyarakat. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh nilai dan
norma yang dianut masyarakat, secara kultural pembentukan simbol-
simbol kepercayaan masyarakat kepada suatu tatanan dipengaruhi oleh
kebiasaan-kebiasaan yang mampu memenuhi kebutuhan sosial mereka.
Penghargaan atau kepercayaan masyarakat terhadap lahirnya sosok-
sosok figur di tengah masyarakat yang begitu besar pengaruhnya dalam
bentuk hubungan sosial seperti penghormatan tinggi kepada para
bangsawan, tokoh masyarakat, pemuka adat dan lain-lain muncul karena
adanya jejak rekam mereka dalam kehidupan sosial yang dinilai patut
untuk masyarakat memberikan penghargaan dan penghormatan tinggi
kepada seorang tokoh dan dalam perkembangan zaman, hal tersebut
masih tetap ada di tengah-tengahnya. Seperti yang diungkapkan salah
satu informan :
“Membuat masyarakat bone tetap teguh dengan
pangadereng adalah betapa pentingnya nilai falsafah hidup ini, yang
dapat memberikan arti tentang hidup sebenarnya, saling
menghormati sesama manusia, saling mengingatkan hingga peduli
sesamanya. Nenek moyang kita di bone dahulu memberikan contoh
seperti itu, walaupun nenek moyang kita adalah raja tetap
menghormati rakyatnya, memberikan rakyatnya kebebasan dalam
berpendapat, begitu pula rakyat merasa berat terhadapat rajanya
maka rakyat itu pula memberikan apapun yang raja inginkan.
Sehingga bertahan sampai sekarang, bangsawan yang dianggap
keturunan raja sampai sekarang tetap di hargai oleh
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masyarakat.Karena nilai pangadereng tersebut tidak bisa lepas dari
diri masyarakat bone.”37
Konsep nilai pangaderengmenjadi strategi dalam mempengaruhi
lingkungan sosial masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bone,
dimana peran lingkungan social sangat besar dalam memengaruhi
kepribadian seseorang dalam kehidupan sosialnya. Lingkungan tersebut
merupakan pengikat ditengah-tengah mereka dalam menjalani segala
macam aktivitas keseharian, dalam menghadapi berbagai peristiwa sekitar
termasuk dinamika proses politik yang berlangsung, interaksi sosial adalah
hukum alamiah bagi suatu masyarakat yang selanjutnya dipayungi oleh
nilai, aturan, norma dan sebagainya. Dengan melihat eksitensi
pangaderengsetidaknya kita mampu melihat atau mendeskripsikan
perilaku politik suatu masyarakat yang kemudian akan tergambarkan
dalam arena politik di Kabupaten Bone. Dalam proses pemilihan kepala
daerah, kedekatan emosional yang secara kuat terjalin menjadi faktor
untuk saling memahami dan memberikan pertukaran nilai, orang akan
memberikan pilihan politik kepada siapa yang dianggapnya pantas bagi dia
untuk diberikan pilihan dan kepercayaan karena pengalaman yang kuat
bersama-sama sehingga membangun penilaian tersendiri untuk pilihan
tersebut dan sudah banyak hal serta peristiwa untuk melihat korelasi hal
tersebut, mulai dari suksesi kepemimpinan dari tingkatan kepala desa,
penentuan kepala kecamatan, suksesi pemilihan anggota legislatif
setempat sampai pada pemilihan kepala daerah yang telah terjadi
37Hasil wawancara oleh Budayawan Bone a.mursalim pada tanggal 30 april 2016
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beberapa tahun lalu, tidak hanya itu terkait penentuan alokasi kepentingan
oleh para pemegang jabatan juga merupakan indikator untuk menjelaskan
peran hubungan sosial yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan
dengan implikasi politik yang dihasilkan. Dalam penguatan hubungan
sosial juga melahirkan kesepakatan-kesepakatan bersama termasuk
dalam konteks politik bahwa mereka merasa punya kepentingan sama dan
sudah layaknya untuk saling mengisi satu sama lain atau merasa harus
memberi nilai pada lingkungan sosial dimana mereka berada. Dalam
konteks politik terkait momentum pemilihan kepala daerah kabupaten
Bone adalah acuan dasar masyarakat untuk menetapkan rasionalitasnya
menentukan kepada siapa pilihan dan kepercayaan politik itu akan
diberikan, sehingga gambaran satu sisi tentang arena politik local di
Kabupaten Bone menempatkan pola yang terjadi dalam hubungan




Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab
ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti,
bergandengan dengan saran yang diberikan terhadap objek penelitian,
akan dipaparkan sebagai berikut.
A. Kesimpulan
Bangsawan di kabupaten bone merupakan keturunan dari
kerajaan yang masih ada sampai saat ini. Warisan kerajaan masa
lampau yang masih berpengaruh di Sulawesi selatan hingga
sekarang adalah pengaruh bangsawan di bidang sosial dan
politik.Keluarga bangsawan umumnya memiliki tanah yang cukup
luas serta banyak bekerja sebagai pegawai pemerintah dan
politisi.Kabupaten bone sebagai daerah yang menjunjung tinggi
adat istiadat. Adat istiadat ini muncul sebagai tolak ukur masyarakat
bone untuk menghargai orang lain dan saling tolong-menolong
antar sesama manusia. kondisi politik local bone, karakter
seseorang menentukan pilihan politik masyarakat, dapat dilihat dari
seberapa jauh calon pemimpin memiliki tingkah laku dan kebiasaan
social seperti yang telah diatur oleh adat dan kebiasaan seorang
pemimpin di kabupaten Bone.
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Bangsawan tidak lepas dari sistem patron-klien yang
mengikat semua pengikutnya dengan memberatkan pengikutnya
sehingga tidak lepas dengan dirinya.Melihat sistem yang berlaku di
Bone, masyarakat menyadari bahwa kekerabatan atau sistem
patron-klien sangat mempengaruhi kondisi kehidupannya.Dalam
memilih calon masyarakat sadar akan pentingnya calon bupati yang
mempunyai intelektual yang tinggi tetapi tidak hanya itu, masyarakat
juga lebih jelasnya melihat garis keturunan, tradisi masayarakat
bone yang masih kental dengan adat dan kebiasaannya.
Kekerabatan sebagai salah satu penilaian masyarakat untuk
memilih calonnya, seberapa dekat mereka dengan calonnya
sehingga hal tersebut juga sebagai pertimbangan untuk masyarakat
lain untuk memilih calon yang sama.karena sampai sekarang
masyarakat bone masih banyak pemilih tradisionil, dengan
memandang suatu pemimpin dari sejarahnya, walaupun
masyarakat bone kota terlihat modern tetapi sikap tradisionalnya
tidak pernah hilang. Kabupaten bone secara keseluruhan tidak
lepas dengan hubungan kekerabatan dan hubungan
paternalisticnya dimana hubungan antara bapak dan anak, yang
merupakan salah satu bentuk politik yang telah terjadi di kabupaten
bone, Nilai-nilai local dimasyarakat harus dijadikan ukuran dalam
melakukan aktivitas sosial. Interaksi sosial antara individu dan
masyarakat atau sebaliknya tetap dalam koridor control sosial.
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Untuk itulah norma dan nilai yang berlaku tetap menjadi dasar
dalam melakukan interaksi sosial masyarakat, dan menjaga tidak
terjadinya penyimpangan perilaku dan perilaku kolektif. Maka dari
itu calon kepala daerah harus secara keseluruhan memberikan
pemahaman terhadap masyarakat untuk bisa di percaya dalam
masyarakat.Secara tidak langsung bentuk intraksi social
masyarakat bone telah terbentuk jauh sebelum kita mengenal
kehidupan social masyarakat, pada dasarnya masyarakat bone
telah mengenal sebuah prinsip hidup yang dapat membuat sebuah
kolompok menjadi lebih erat dan harmonis, melalui prinsip hidup
itulah sampai sekarang masyarakat dapat menjadikannya control
social baik berkomunikasi maupun bertindak dalam mengambil
keputusan.
Pangadereng muncul sebagai manivestasi suatu ajaran
kelompok masyarakat untuk dapat berperilaku dengan baik dan
juga menjadi pedoman masyarakat bone. Bone secara geopolitik
mempunyai dua tipe pemilih, diantara pemilih tradisional dan
pemilih modern, pemilih tradsional kebanyakan berpusat Bone
selatan dan Bone utara dimana masyarakat bone selatan dan Bone
utara memandang bangsawan sebagai orang yang terpandang dan
terhormat , serta menilai calon kepala daerah dari keturanan dan
sejarahnya. Sedangkan pemilih modern berpusat di Bone barat dan
Bone Kota, karena pengaruh kota makassar sangat dekat dengan
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daerah Bone Barat dan Bone Kota, walaupun dianggap pemilih
modern masyarakat Bone Barat dan Bone Kota, tetap tidak lepas
dari sikap tradisionalnya, dan masyarakat tersebut tetap melihat
seorang bangsawan dari cendikianya, baik itu adalah
kecerdasannya maupun bangsawan yang memegang teguh
“pangadereng”
B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan
beberapa saran, yakni:
1. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan
asaskedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan
terciptasuatu hubungan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan
untukrakyat. Perwujudan nyata demokrasi dalam praktek
berbenegaramasa kini (modern) karena menjadi sarana utama
bagi rakyat untukmenyatakan kedaulatannya atas Negara dan
pemerintah.
2. Pemerintah Bone dan masyarakat Bone harus tetap Bekerjasama
dalam melihat potensi yang ada di kabupten Bone. Mempunyai
tujuan yang sama baik itu membangun Bone atau memberikan
apa yang di butuh Kabupaten Bone. Penulis berharap pada
pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak,
masyarakat Bone dapat memilih calon yang baik dan yang
mempunyai tujuan sama dalam membangun Bone, dan penulis
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berharap pada pilkada serentak akan berlangsung dengan aman,
jujur dan adil.
3. Masyarakat Bone harus mampu bersikap aktif dan kritis terhadap
politik lokal dengan memindahkan konflik kepentingan dari tataran
masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan
secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap
terjamin.
4. Masyarakat Bone harus mampu mempertahankan adat istiadat
sebagai nilai-nilai dan norma budaya yang harus dijaga di
kabupaten Bone. Sehingga masyarakat Bone bisa tetap bersatu
dan tidak terpecah belah, serta tidak ada lagi perbedaan antara
Bangsawan dan Non Bangsawan, maka di harapkan saling
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